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ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Kesehatan
bagi Narapidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No.12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Rutan Kelas | Tanjungpinang, Kepulauan
Riau) merupakan penelitian empiris guna menjawab pertanyaan bagaimana
pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang dan
bagaimana realisasi pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang dalam perspektif hukum pidana islam dan UU No. 12 Tahun 1995
tentang pemasyarakatan.

Jenis penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yakni
menggunakan penelitian empiris dengan teknik sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data
bersumber dari data primer dan sekunder yang akan dikumpulkan dan diteliti
kembali, selanjutnya akan disusun dan dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak kesehatan
narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang dapat dikatakan belum mencukupi
dikarenakan minimnya jumlah tenaga medis, ruang rawat inap, belum tersedianya
ambulance, belum tersedia ruang khusus bagi narapidana yang memiliki penyakit
menular dan membahayakan serta jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.
Sedangkan dalam perspektif hukum pidana islam, Rutan Kelas | Tanjungpinang
telah mengupayakan melakukan perlindungan terhadap jiwa seseorang
sebagaimana tujuan syariat islam yakni melindungi 5 hal dasar dalam kehidupan
manusia atau yang biasa dikenal dengan istilah Magasid al-shari‘ah al-khamsah
salah satunya yakni perlindungan hidup/jiwa (Hifz Al-nafs). Sedangkan dalam
perspektif UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menunjukan bahwa
narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
Rutan Kelas | Tanjungpinang telah mengupayakan melakukan pelayanan sebaik
mungkin, namun hal ini dapat dikatakan belum efektif karena terdapat beberapa
sarana dan prasarana yang dapat dikatakan belum mencukupi.

Berdasarkan hasil paparan diatas, pemerintah dapat lebih teliti lagi dalam
memahami konteks yang terdapat dalam peraturan perundangan, sehingga
pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana dapat dilaksakanan sesuai dengan apa
yang telah ditetapkan dalam perundangan yakni dengan menambahkan sarana dan
prasarana kesehatan yang mencukupi dan layak. Selain dengan hal itu, petugas
Rutan Kelas | Tanjungpinang juga dapat meningkatkan kembali pelayanan
kesehatan terhadap penghuni yang berada di dalam Rutan Kelas | tanjungpinang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang mana dalam kehidupan mereka
sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, yang semestinya mereka sama-
sama saling menjaga stabilitas kehidupan yang aman, rukun dan sejahtera.
Tentunya untuk menciptakan semua ini tidak hanya dapat mengandalkan rasa
sadar diri yang ditimbulkan oleh masing-masing individu, melainkan juga harus
ada norma yang mengikat sehingga tingkah laku yang timbul dari seluruh elemen
masyarakat mencerminkan dari diri yang taat hukum. Namun ternyata
norma/hukum saja tidak cukup untuk membatasi serta mengatur kehidupan
manusia, terlepas daripada itu juga ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar,
dengan adanya sanksi tersebut para pelanggar dapat merasakan jera dan juga
mendapatkan pelajaran dari apa yang telah ia kerjakan.

Fungsi dari hukum bukan hanya sebatas tulisan tanpa makna.
Didalamnya mengandung suatu tujuan agar dengan adanya aturan tersebut
stabilitas kehidupan terjamin dan perbuatan-perbuatan buruk manusia dapat
berangsur membaik.! Hukum sendiri secara global dapat diklasifikasikan
menjadi dua macam yakni perdata dan pidana, sedangkan fokus penulis dalam

hal ini hanya menyangkut tentang hukum pidana. Hukum pidana sendiri

! Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2014), 36-37.



mengatur terkait hal apa saja yang dilarang serta ancaman apa saja yang
diberikan bagi setiap pelanggar. Hal ini bertujuan agar setiap hak warga negara
terjamin dan tentunya juga dapat melindungi diri dari perbuatan buruk orang
lain. Apabila terdapat suatu pelanggaran tentunya juga terdapat ganjaran bagi
orang yang melakukan perbuatan tersebut berupa pertanggungjawaban pidana,
baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara.

Sistem kepenjaraan atau yang sejak tahun 1964 diubah menjadi sistem
pemasyarakatan, begitupula dengan istilah penjara yang kemudian berganti
dengan sebutan lembaga pemasyarakatan,> merupakan suatu tempat dimana
pelaku kejahatan yang semula pada sistem kepenjaraan mereka dibuat jera ketika
dimasukan ke dalam penjara baik berupa siksaan maupun lainnya Kini berganti
menjadi pembinaan, hal ini yang disebut dengan istilah lembaga
pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat suatu aturan yang
berkaitan dengan arah dan bagaimana cara memperlakukan narapidana, baik
meliputi pengayoman, pembinaan, pendidikan, intervensi, perubahan perilaku
juga reintegrasi sehingga dengan adanya perlakuan tersebut kelak ketika
narapidana kembali kepada lingkungan sosialnya mereka dapat menjadi pribadi
yang lebih baik.® Ada beberapa metode yang dilakukan di dalam RUTAN
maupun LAPAS untuk merubah perilaku narapidana, diantaranya ialah

pendidikan, reintegrasi dan tentunya pembinaan.

2 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
2013), 2.
3 Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum (Jakarta: PT. Tintamas, 1974), 45.



Seperti yang telah diketahui bersama bahwa peraturan perundang-
undangan tidak ada yang membahas secara khusus terkait eksistensi RUTAN.*
Namun terdapat pengaturannya dalam UU No. 12 Tahun 1995 sehingga kedua
instansi tersebut sama-sama merupakan tempat narapidana. Meskipun
narapidana sebagai orang yang telah melakukan kesalahan dan telah hilang
kemerdekaannya karena ditempatkan di RUTAN maupun LAPAS, namun hak-
hak yang melekat pada dirinya tidak serta hilang begitu saja melainkan masih
terdapat hak-haknya yang harus tetap dilindungi oleh UU, sehingga ketika
narapidana dimasukan ke dalam penjara eksistensinya sebagai manusia tetap
ada. Oleh sebab itu narapidana masih layak untuk dihormati, cukup hilang hak
kemerdekaannya saja secara sementara dan apa saja yang harus dilakukan
olehnya dalam menjalani masa hukumannya.

Selain dengan hal itu, islam juga memberikan perlindungan kepada umat
manusia yang dikenal dengan sebutan Magasid al-shari‘ah al-khamsah, lima
kebutuhan hidup manusia yang dilindungi ini diantaranya meliputi,
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.> Walaupun seseorang
sering berbuat kesalahan namun tidak dapat menghambat orang tersebut untuk
menerima haknya. Dengan itu, hukuman yang ada dalam islam berfungsi
mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya serta
bertujuan memperbaiki dan membina seseorang untuk lebih bisa mentaati

peraturan yang telah ada tanpa mengurangi hak mereka. Selain itu juga, dapat

4 Pitri Wili Ramadani, “Pelayanan terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”, Jom Fisip, VVol. 4. No. 2 (Oktober, 2017), 3.
> Mardani, Hukum Pidana Islam, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), 5.



menjaga ketertiban serta keamanan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab

itu, fungsi maupun tujuan dari hukum islam sendiri selaras dengan konsep sistem

pemasyarakatan di Indonesia.

Di dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan terdapat beberapa hak narapidana yang secara ekplisit

dilindungi dan dicantumkan dalam undang-undang meliputi:

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Hak mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
Menyampaikan keluhan

Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang

Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang terentu lainnya
Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
Mendapatkan pembebasan bersyarat

Mendapatkan cuti menjelang bebas

Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.®

® Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



Manifestasi dari Pasal 12 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
mewajibkan bahwa setiap narapidana diklasifikasikan, baik dari segi tingkat
kejahatan, jenis kelamin, umur bahkan kondisi narapidana itu sendiri yang
berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, kebutuhan pokok narapidana juga harus
terjamin ketika narapidana sedang menjalani masa hukumannya, diantaranya
hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk mendapatkan
makanan yang bergizi dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pemberian hak dasar ini merupakan implementasi dari Pasal 28H Ayat 1 UUD
45 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan”.’

Ketika menyangkut terkait dengan pelayanan kesehatan, maka hal ini
termasuk dalam bagian pemenuhan kesehatan narapidana yang tujuannya tidak
hanya sebatas menghilangkan penyakit fisiknya saja, tetapi menyangkut seluruh
aspek kehidupan. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 juga telah disebutkan bahwa
salah satu hak narapidana ialah “mendapatkan pelayanan kesehatan dan
makanan yang layak”. Adanya hak kesehatan ini diharapkan dapat menunjang
aktivitas yang dilakukan narapidana baik di LAPAS maupun RUTAN selama
narapidana menjalani masa pidananya.

Lantas apakah semua aturan yang telah dibentuk dapat
diimplementasikan dengan benar, merata dan menyasar kepada seluruh aspek?

Tentunya yang kita harapkan ialah hal demikian. Hanya saja, biasanya terdapat

7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



beberapa faktor penghambat untuk terlaksananya suatu pemenuhan hak
kesehatan seperti halnya over kapasitas, kurang lengkapnya sarana dan prasarana
dan lainnya.

Over kapasitas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai turut
memberikan efek negatif bagi warga binaan baik di LAPAS maupun RUTAN
sehingga mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti sesak napas hingga
kematian. Oleh karena itu negara wajib menyediakan poliklinik, ketersediaan
tenaga medis, ketersediaan alat medis, serta pelayanan khusus bagi narapidana
yang memiliki penyakit khusus untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk yang
berkaitan dengan kesehatan warga binaan termasuk narapidana. Selain dengan
hal itu, demi terwujudnya suatu aturan yang baik, petugas pemasyarakatan juga
harus memiliki integritas yang tinggi.®

Rutan Kelas | Tanjungpinang sebagai instansi pemerintahan yang
menempatkan para tahanan beserta narapidana diharapkan dapat melakukan
upaya perawatan dan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang
berlaku dengan tidak mengurangi hak-hak para narapidana sebagai manusia
termasuk hak kesehatannya, sehingga ketika narapidana selesai menjalani masa
hukumannya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan
lebih diterima oleh masyarakat. Tetapi, apakah penerapan terhadap pemenuhan
hak kesehatan narapidan di Rutan Kelas | Tanjungpinang telah merata secara

menyeluruh? Mempertimbangkan dalam memenuhi hak kesehatan narapidana

8 Riyan Firmansyah et al., “Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi bagi Narapidana di
Lapas dan Rutan”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8. No. 3
(September, 2019), 435.



wajib dibantu dengan kelengkapan sarana dan prasarana, kelihaian petugas
pemasyarakatan serta kesadaran narapidana. Kemudian bagaimana pandangan
hukum islam dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas I
Tanjungpinang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam
bentuk skripsi, berjudul “Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Narapidana dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan (Studi Kasus di Rutan Kelas | Tanjungpinang Kepulauan
Riau)”. Dengan harapan, penulisan ini dapat menjadikan kita semua lebih peduli
dan peka terhadap hak-hak seseorang terkhusus hak kesehatan narapidana tanpa

mengacuhkan peraturan yang telah ditetapkan.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi yang terdapat di bawah ini merupakan masalah-masalah yang

dapat diidentifikasi dari adanya latar belakang di atas:

1. Pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang

2. Realisasi pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang dalam perspektif Hukum pidana islam.

3. Kesesuaian hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang
dengan hukum pidana islam.

4. Realisasi pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang dalam perspektif UU No. 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.



5. Kesesuaian hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas I Tanjung Pinang

dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis hanya memfokuskan

penelitian ini berdasarkan 2 aspek, yakni:

1. Pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang
2. Realisasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang dalam perspektif hukum pidana islam dan UU No. 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan.

. Rumusan Masalah
Dari beberapa identifikasi yang kemudian fokus penelitiannya hanya
dibatasi meliputi dua aspek, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah
sebagai berikut:
1. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang ?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan
Kelas | Tanjungpinang dalam perspektif hukum pidana islam dan UU No. 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?



D. Kajian Pustaka
Berikut merupakan karya tulis terdahulu yang berkaitan dengan judul
penelitian penulis:

1. Riyan Firmansyah dkk, “Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi
bagi Narapidana di Lapas dan Rutan”. Fakultas Hukum Universitas Syiah
Kuala Aceh, 2019. Berdasarkan jurnal ini, penulis fokus terhadap hak-hak
dasar narapidana atas pelayanan kesehatan dan konsumsinya, yang mana hak
tersebut masih belum efektif terlihat dari sarana dan prasarana kesehatan yang
belum memadai, anggaran kesehatan yang belum cukup dan konsumsi yang
disajikan tiap harinya masih kurang layak. Selain itu, penulis juga membahas
terkait faktor yang mempengaruhi serta upaya peningkatan yang dilakukan
untuk meningkatkan hak tersebut di Lapas Kelas Il A Banda Aceh dan Rutan
Kelas Il B Jantho.

2. Kiki Yuliani,’ dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam
terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Kelas ITA Palembang)”. Fakultas Syariah daan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang, 2018. Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih fokus
terhadap hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A
Palembang yakni narapidana yang hamil mendapatkan perlakuan khusus
seperti diberikan tambahan makanan, obat-obatan dan pemeriksaan

kandungan 1 bulan sekali di poliklinik lembaga tersebut, mendapatkan

® Kiki Yuliani, “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam terhadap Hak-Hak Narapidana
Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Palembang)” (Skripsi--Universitas
Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018)



bantuan ketika melahirkan dan narapidana perempuan berhak menyusui
bayinya sebelum bayi tersebut berusia 2 tahun, yang mana hal ini telah
memenuhi sebagaimana ajaran islam yakni memelihara keturunan (Hifz Al-
‘ard).

3. Deo Aditya Nugraha,'® dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas
1B Jombang (menurut PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tatacara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)”. Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini
meneliti terkait hak anak didik pemasyarakatan diantaranya meliputi
pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, pemberian
pendampingan orang tua/wali, pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan,
pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kemampuan intelektual dan
pembinaan kesadaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 1B
Jombang yang mana peran lembaga pemasyarakatan tersebut masuk dalam
kategori jarimah ta zir.

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan, telah terdapat perbedaan
antara penulisan sebelumnya dengan penulisan yang dilakukan saat ini yakni
penulis meneliti terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana diantaranya
meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, perawatan jasmani,

kebersihan serta kondisi air bersihnya di Rutan Kelas | Tanjungpinang yang

0 Deo Aditya Nugraha, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 11B Jombang (menurut PP No. 28 Tahun
2006 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)” (Skripsi--
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)



mana dalam hal ini merupakan bagian dari tujuan adanya syariat islam yakni

perlindungann hidup (Hifz Al-nafs).

E. Tujuan Penelitian
Berikut merupakan tujuan penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan
masalah di atas:
1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pemenuhan hak kesehatan
narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai realisasi pemenuhan hak
kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang dalam perspektif

hukum pidana islam dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Harapan penulis, penelitian ini dapat berguna sekiranya dalam 2 aspek:
1. Aspek Teoritis
Harapannya penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan memperluas
kekayaan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait pemenuhan hak
kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang dalam perspektif

hukum pidana islam dan UU pemasyarakatan



2. Aspek Praktis
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitiannya dapat
digunakan sebagai acuan dalam menangani segala permasalahan terkait hak

kesehatan narapidana.

G. Definisi Operasional
Agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka
penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam judul
penelitian, sebagai berikut:

1. Pemenuhan ialah terpenuhinya segala sesuatu, berdasarkan Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) berarti prosedur ataupun tatanan ataupun langkah
memenuhi.!

2. Hak ialah segalanya yang dimiliki manusia mulai ia berada dalam kandungan.

3. Kesehatan ialah suatu kondisi atau keadaan (suatu hal) badan.?

4. Narapidana ialah seseorang yang telah melanggar peraturan dan diberikan
sanksi hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

5. Hukum pidana islam ialah aturan syara’ yang mengatur terkait hal-hal yang
bertentangan serta menyimpang dari jalan yang benar dan menimbulkan

hukuman bagi yang melanggar.

1 Anonim, “Pemenuhan”, dalam https://jagokata.com/arti-kata/pemenuhan.html, diakses pada 22
September 2020.
12 Anonim, “Kesehatan”, dalam https://jagokata.com/arti-kata/kesehatan.html, diakses pada 22
September 2020.


https://jagokata.com/arti-kata/pemenuhan.html
https://jagokata.com/arti-kata/kesehatan.html

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah
peraturan yang disediakan oleh negara untuk memberikan arah serta tata cara
dalam membina warga binaan pemasyarakatan.

7. Rutan ialah tempat ditahannya para tersangka yang masih dalam proses

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni penelitian
empiris, yaitu dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dilapangan
bagaimana praktik hukum yang terjadi melalui observasi (pengamatan)
maupun wawancara. Metode pengambilan sample dalam penelitian empiris
ini menggunakan teknik purposive sampling yakni penarikan sample
dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan tujuan tertentu.'®
Sample dalam penelitian ini yakni pegawai Rutan Kelas | Tanjungpinang.
2. Data dan Sumber Data
Berikut ini merupakan data yang dapat diperoleh dalam penulisan ini:
a. Data terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas |

Tanjungpinang

13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.



b. Data terkait realisasi pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan
Kelas | Tanjungpinang dalam perspektif hukum pidana islam dan UU No.

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dibawah ini ialah sumber data yang digunakan penulis dalam

penulisan skripsi ini:

a. Data Primer, ialah data yang sifatnya mengikat. Dimana sumber data
primer ini yakni Perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang, Staff administrasi
pengamanan Rutan Kelas | Tanjungpinang, Narapidana Kelas |
Tanjungpinang dan lainnya.

b. Data Sekunder, ialah data penunjang sumber data primer. Adapun sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1) Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2) Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.
Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

3) Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika,
2019.

4) A. Djazuli. Figih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

5) Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. Magashid Syariah. Jakarta: AMZAH,

2018



3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ialah wilayah atau tempat yang dipakai dalam masa
penelitian guna mendapatkan data, lokasinya yakni Rutan Kelas |

Tanjungpinang.

4. Teknik Pengumpulan Data
Berikut ialah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini:

a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan
pancaindera terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam
mengumpulkan data melalui observasi penulis terlibat secara langsung di
lapangan dengan menggunakan media catatan.

b. Wawancara, yakni proses yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab
dengan beberapa responden. Yang mana pengambilan responden melalui
teknik sampling yakni pengambilan responden didasarkan atas suatu
tujuan tertentu (sengaja) karena responden tersebut memiliki peran bagi
peneliti dalam mengumpulkan data terkait penelitian ini. Responden dalam
penelitian ini ialah Perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang, Staff
Administrasi Pengamanan Rutan Kelas | Tanjungpinang, Pegawai
Pengelola Barang Milik Negara, Pegawai Penelaah Status WBP dan
Narapidana Rutan Kelas | Tanjungpinang.

c. Dokumentasi, yakni catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang

telah ada. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini yakni meliputi



sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan dan fungsi, struktur organisasi dan
lain sebagainya.
5. Teknik Pengolahan Data
Adapun beberapa teknik pengolahan data yang digunakan dalam
penelitian ini, meliputi :
a. Editing/Pemeriksaan Data, yaitu menelaah dan memeriksa kembali data
yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan data yang ada.
b. Organizing, yakni proses penyusunan data yang disusun secara terstruktur
untuk dirumuskan.
c. Analyzing/Analisis, yakni proses menganalisis berdasarkan data yang telah
terkumpulkan dan teori-teori yang ada.
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan memaparkan data yang
berkaitan erat dengan penelitian yaitu pemenuhan hak kesehatan narapidana
di Rutan Kelas | Tanjungpinang. Ketika data ini telah tersusun, selanjutnya
peneliti akan menganalisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam
perspektif undang-undang dan hukum pidana islam. Pola pikir yang
digunakan dalam penelitian ini berupa pola pikir deduktif, yakni dengan
menguraikan berbagai peraturan terkait penelitian secara umum, kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yakni di Rutan Kelas |

Tanjungpinang.



I. Sistematika Pembahasan

BAB I ialah pendahuluan, yakni dimana hak merupakan segala sesuatu
yang dimiliki manusia bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan begitupun
dengan narapidana. Sebagaimana halnya syariat islam yang memiliki tujuan
memberikan perlindungan terhadap hal yang menjadi hak pokok manusia salah
satunya yakni perlindungan hidup seseorang. Selain dengan hukum islam,
Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga mengatur
terkait hak-hak narapidana salah satunya yakni bahwa narapidana berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Berdasarkan hal
tersebut penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pemenuhan hak
kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjung dalam perspektif hukum pidana
islam dan undang-undang pemasyarakatan.

BAB Il ialah landasan teori, meliputi pengertian hak asasi manusia, hak-
hak narapidana, pemenuhan hak kesehatan narapidana dalam perspektif hukum
pidana islam dan undang-undang

BAB IlI berisikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui interview
di Rutan Kelas | Tanjungpinang, meliputi sejarah, visi misi dan motto, tujuan
dan fungsi, struktur organisasi dan lainnya.

BAB 1V berisikan analisis terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana
di Rutan Kelas I Tanjungpinang dalam perspektif hukum pidana islam dan UU
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

BAB V ialah akhir dalam penelitian (penutup) yang berisikan

kesimpulan dan saran.



BAB Il
PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 12 TAHUN 1995

A. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri
seseorang, melekatnya hak tersebut sejak seseorang dinyatakan telah diberi
nyawa sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan, sekalipun ia
masih berada dalam kandungan. Dimana hak bukan diberi oleh seseorang,
golongan atau bahkan negara. Kewenangan yang dimiliki tiap manusia yang
mana kewenangan tersebut bukan pemberian dari negara maupun manusia
lainnya, tetapi karena memang kedudukannya sebagai manusia itulah hak
asasi manusia.'*

John Locke mengemukakan, bahwa hak asasi manusia yakni hak
kodrati yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir dan sifatnya
mutlak (tidak dapat diganggu gugat). la menyatakan bahwa manusia
diberikan hak yang tidak bisa diambil negara, tetapi perlindungan atas hak
diserahkan kepada negara. Selaras dengan hal itu, Koentjoro Poerbapranoto
menyatakan bahwa hak asasi yakni hak yang bersifat asasi yang dimiliki

manusia berdasarkan kodratnya. Sedangkan menurut Mirriam Budiarjo, hak

14 Muh. Khamdan, Islam dan HAM Narapidana (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), 7.
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asasi merupakan hak yang dibawa bersama kelahiran dan kehidupan
seseorang dimasyarakat.™®

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 1
menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi,
dihormati oleh hukum, negara, dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindungan harkat dan martabat seseorang”.®

Sehubung dengan hal ini, islam mengartikan hak asasi manusia
sebagai hak mutlak yang diperoleh dan diberikan langsung oleh Allah. Hak
yang diperoleh melalui majelis legislatif atau bahkan raja mudah untuk
dicabut semudah ketika memberikan hak tersebut, sedangkan seorangpun
tidak ada yang berkuasa untuk menarik pemberian Allah swt.!” Sebagai
seorang muslim bahkan penguasa yang meyakini bahwa ia sebagai seorang
muslim, maka wajib untuk menerima, mengakui dan melaksanakannya.
Apabila gagal dalam melaksanakannya, maka Allah telah mempertegas
dalam firman-Nya QS. Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47.

Adapun kesimpulan dari firman Allah QS. Al-Maidah ayat 44, 45 dan
47 yakni bahwa setiap orang atau bahkan para penguasa yang mengatakan
bahwa perkataan dan keputusan mereka sebagai suatu kebenaran, dan

menganggap apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai suatu kebohongan maka

15 Ibid., 10.

16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

17 Maulana Abul A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Bambang Iriana
Djajaatmadja (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 10.



mereka kafir. Begitu pula dengan mereka yang menganggap perintah Tuhan
adalah suatu kebenaran tetapi dengan sengaja mengesampingkan kebenaran
Tuhan demi membenarkan keputusanya, maka mereka adalah keji. Dan
begitupun dengan orang-orang fasik, yakni orang yang melihat, namun tidak
melaksanakan serta tidak meyakini.

Hak asasi manusia ialah hak alamiah yang dimiliki manusia sebab ia
sebagai manusia tidak seorangpun yang berhak mengambilnya.®® Islam
sangat mengedepankan hak asasi manusia sebab pemberian dari Allah,
apabila seorang manusia tidak dapat menjalankan hak asasi tersebut maka
dapat dikatakan ia telah melanggar hukum positif bahkan hukum islam.
Dalam islam sendiri telah banyak ayat Al-Qur’an yang mengatur terkait hak

asasi manusia. Diantaranya yakni QS. Al-A‘raf ayat 24, yang berbunyi:®

J¢- S puss Sana g'pj‘}“ Ry
Artinya: Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan
(tempat mencari kehidupan) yakni bumi, sampai waktu yang telah
ditentukan.

Selain itu, terdapat dalam QS. Al-An‘am ayat 151, yang berbunyi:%°

sl YA g o Al

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah
kecuali dengan alasan yang benar.

18 Sri Widayati, Hak Asasi Manusia (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 2.
19 Al-Qur’an, 7:24.
20 Al-Qur’an, 6:151.



Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang atau bahkan suatu
lembaga tidak dapat merenggut kehidupan seseorang tanpa suatu alasan
apapun. Islam sangat melindungi dan memelihara jiwa seseorang,
menganiaya dan menelantarkan jiwa seseorang merupakan suatu perbuatan
tercela. Untuk itu, islam mewajibkan bagi kita sebagai sesama umat manusia
untuk saling melindungi tanpa pandang bulu, tidak diperbolehkannya
keadilan dikorbankan hanya untuk kepentingan individual.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya kita dapat melihat
bahwa hak asasi manusia benar-benar menjadi hak pokok bagi setiap orang
seperti halnya hak hidup serta mendapatkan perlindungan hak lainnya. Hal
ini terlihat dari banyaknya ayat al-qur’an yang mengupas mengenai hak asasi
manusia dan adanya aturan perundang-undangan yang membahasnya. Oleh
karena itu, menjunjung tinggi, menghormati dan melindungi setiap orang
penting bagi pemerintah, negara dan kita sesmua demi mengormati harkat dan
martabat manusia karena manusia merupakan makhluk Tuhan yang
dimuliakan.

Dengan adanya hak asasi manusia yang dijalankan dengan baik dapat
menjadikan teraturnya suatu kehidupan dalam masyarakat, karena seseorang
mendapatkan haknya secara adil. Dan tentunya dapat meminimalisir
penindasan yang terdapat dalam suatu negara. Dari sini telah jelas, hak asasi

yang diberikan oleh Allah merupakan suatu anugerah-Nya.



2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
Menurut penjelasan pengertian hak asasi manusia sebelumnya baik
menurut para ahli secara umum maupun gambaran secara islamnya banyak
sekali bentuknya, baik menurut pandangan undang-undang maupun islam.

Adapun bentuk hak asasi paling dasar menurut pandangan Nurcholis Madjid,

yakni sebagai berikut:

a. Hak sipil/hak pribadi (personal right), diantaranya terdiri dari hak hidup,
hak kebebasan, hak berkeluarga, hak memiliki harta benda, hak bebas
beragama, hak mendapatkan keadilan hukum, hak kesetaraan kemanusiaan
dan tidak diperlakukan sewenang-wenang serta hak memperoleh
keamanan dan keselamatan.

b. Hak politik (political right), diantaranya terdiri dari hak mendirikan partai
politik, hak ikut dalam pemilu dan menduduki jabatan serta hak kebebasan
berkumpul dan berserikat.

c. Hak warga negara, diantaranya terdiri dari hak mendapatkan pengakuan
kewarganegaraan dan hak untuk meninggalkan serta kembali ke
negaranya.

d. Hak sosial dan ekonomi (social and property right), diantaranya terdiri
dari hak mendapatkan hidup yang pantas seperti sandang, pangan, papan
dan kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan.

e. Hak kebudayaan (cultural right) yakni hak turut serta dalam kehidupan

bermasyarakat guna mengambil kemajuan ilmu pengetahuan dan hak



perlindungan demi keperluan moral dari sebuah karya baik dibidang ilmu
pengetahuan maupun seni.
f. Hak minoritas, diantaranya mencakup hak bebas berkeyakinan dan

beragama serta hak mendapatkan perlindungan dan keamanan.?

Hak-hak yang telah dijelaskan diatas merupakan hak dasar dalam
menjalankan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kehidupan yang
tentram. Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang

terdapat pada Pasal 9-66, yakni sebagai berikut:?

a. Hak untuk hidup.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
c. Hak mengembangkan diri.

d. Hak memperoleh keadilan.

e. Hak atas kebebasan pribadi.

f. Hak atas rasa aman.

g. Hak atas kesejahteraan.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan.

i. Hak wanita.

j. Hak anak.

21 Moh. Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis
Madjid (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 51.
22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Selain itu, islam juga memberikan perlindungan terhadap seseorang
dalam tiap urusannya, baik yang bersifat materi maupun moral. Adapun hak-
hak yang dijamin oleh islam sendiri diantaranya mencakup pada 5 hal inti
(dhorariyah) yang dikenal dengan Magasid al-shart ‘ah, adapun perlindungan
yang diberikan demi terwujudnya penegakan hukum islam yakni hak
perlindungan agama dari segala bentuk kemurtadan, hak perlindungan nyawa
(hidup) dari segala bentuk penganiayaan dan pembunuhan, hak perlindungan
akal dari bahayanya khamr, hak perlindungan penghormatan (nasab) dari zina
dan gadhaf, hak perlindungan (harta-benda) dari pencurian dan

perampokan.?® Adapun penjelasan kelima hak tersebut yakni sebagai berikut:

a. Hak perlindungan agama
Setiap manusia bebas beragama, tidak bisa memaksa seseorang
untuk meninggalkan agamanya atau bahkan menekankan orang lain untuk
berkeyakinan agama islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-

Bagarah ayat 256, yang berbunyi:?*
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Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam),
sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar
dengan jalan yang sesat.

Agama merupakan ketentuan Allah untuk membimbing hamba-

Nya yang memiliki akal agar dapat memilih jalan yang baik dan tujuan

23 Muhammad Tahmir Nur, Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana islam dan
Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16.
24 Al-Qur’an, 2:256.



memelihara agama sendiri yakni sebagai perwujudan penyerahan diri
kepada Allah berdasarkan syariat yang telah ditentukan, yang mana
terdapat nilai ketauhidan dan keimanan. Dalam hal ini, diwajibkannya
berjihad atau berperang yang ditujukan kepada musuh.

. Hak perlindungan hidup/jiwa

Islam sangat memperhatikan hak yang paling utama ini karena manusia
merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat dimuliakan. Oleh karena
itu, islam melindungi, memuliakan, memelihara dan menjaga nyawa
seseorang tidak diperkenankannya merusak ataupun menghancurkan
jiwa/hidup seseorang. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah ayat 32
yang artinya “Barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu
membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka
seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah
memelihara kehidupan semua manusia”. Dalam hal ini, diwajibkannya
gisas bagi yang membunuh sebagai upaya pencegahan terjadinya tindakan
pembunuhan dan untuk menjaga kemuliaan jiwa seseorang.

. Hak perlindungan akal

Dengan akal seseorang menjadi makhluk Allah yang paling mulia dan
istimewa serta berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia
dapat membedakan suatu perkara yang haqg dan yang batil. Sebagai halnya
QS. Al-Isra’ ayat 70 bahwa “Sesungguhnya telah kami muliakan anak-

anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka



rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.
Dalam hal ini, diharamkannya benda-benda yang memabukan seperti
khamr karena dapat mempengaruhi akal seseorang.

Hak perlindungan terhadap kehormatan (nasab)

Islam sangat melindungi seseorang dari suatu bentuk perbuatan yang
bersinggungan dengan kehormatan serta kemuliaan manusia, seperti tidak
diperbolehkannya (haram) perbuatan zina dan gadhaf (menuduh orang lain
berzina) agar manusia dapat menjaga keturunannya sesuai syariat islam

yakni dengan pernikahan.

. Hak perlindungan harta benda

Harta termasuk bagian dari kebutuhan pokok guna memenuhi serta
menambah kenikmatan materi serta religi. Namun, kesemuanya harus
didapatkan melalui proses yang baik, untuk hal baik serta wajib
mengeluarkan hak masyarakat/hak Allah.?® Dalam hal ini, banyak sekali
firman yang mengatur terkait memelihara harta benda, salah satunya yakni

QS. An-Nisa’ ayat 29 :?°
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

25 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah, terj. Khikmawati (Jakarta: AMZAH, 2018),

167.

26 Al-Qur’an, 4:29.



kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka
diantara kamu.

Dalam hal ini, dipotongnya tangan para pelaku pencurian,

dilarang/diharamkannya riba dan memakan harta orang lain.

Sebagaimana hal tersebut, adapun hak asasi pokok manusia menurut
pandangan Maulana Abul A’la Maududi yang wajib diyakini kita sebagai

umat muslim, yakni meliputi:?’

a. Hak hidup merupakan hak pokok manusia, menghilangkan nyawa
seseorang dengan sebab alasan dendam hanya dapat diputuskan oleh
pengadilan dan tidak dapat seorangpun yang berhak mengadili sendiri.

Allah telah menegaskan pada surah Al-Maidah ayat 32, yakni :

(ESOES K JFgts P gpﬂ\ & s ,,wu S i S o

Artinya: Barangsiapa membunuh seorang manusia tanpa alasan
yang jelas, atau bukan karena melakukan kerusakan dibumi, maka
seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.

b. Hak keselamatan hidup merupakan yang wajib dimiliki setiap manusia
karena saling terkait dengan hak hidup, yang mana ada banyak cara yang
dapat dilakukan untuk memenuhi keselamatan hidup seseorang,
diantaranya yakni dengan memberinya makan, memberinya perawatan
kesehatan apabila sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan
yang memadai. Allah mempertegas dalam firman-Nya QS. Al-Maidah

ayat 32, yakni :

27 Maududi, Hak-Hak..., 12-20.
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Artinya: Barangsiapa menyelamatkan/memelihara kehidupan
seseorang, maka seakan-akan ia telah meyelamatkan/memelihara
kehidupan banyak orang.

c. Hak penghormatan terhadap wanita merupakan hak kesucian wanita yang
wajib dilindungi dan dijaga tanpa adanya diskriminasi. Tidak
diperbolehkan adanya penyiksaan secara fisik dan segala bentuk hubungan
bebas antara pria dan wanita, karena pelanggaran terhadap kehormatan

wanita merupakan hal yang sangat buruk. Allah telah mempertegas dalam

firman-Nya QS. Al-Isra’ ayat 32, yakni:

z
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Artinya: Janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu suatu
perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

d. Hak memperoleh kebutuhan hidup pokok. Dalam hal ini membahas terkait
hak ekonomi, dimana setiap orang yang mengalami kesusahan berhak
mendapatkan pertolongan karena sebagian harta seorang muslim ada
bagian harta seorang muslim lainnya. Apabila menemukan seseorang yang
sedang dalam masa kesusahan, maka kewajiban bagi setiap muslim untuk
menolongnya. Al-qur’an telah mempertegas dalam QS.Adh-Dhariyat:19

yakni:

ey Mell s gl 25

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.



e. Hak kebebasan individu merupakan hak bebas dari perbudakan. Yang
mana Rasul saw pernah berkata secara tegas, bahwa akan digugatnya 3
kategori manusia olehnya ketika akhir zaman yakni orang yang
menjadikan orang lain sebagai budak padahal merdeka kemudian menjual
dan menggunakan uang dari hasil penjualannya inilah salah satunya.

f. Hak keadilan merupakan salah satu hak wajib yang diterima oleh seluruh
umat manusia tanpa adanya perbedaan. Hal ini telah dipertegas pada surah

Al-Maidah ayat 8 yakni berbunyi:

S L &b & st W e o Ol 18020 Y
Artinya: Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa.

g. Hak atas kesamaan derajat sebagai manusia merupakan hak yang diberikan
olen Allah sebagai hak kesederajatan sebagai manusia. Tidak ada
perbedaan perlakuan antara manusia satu dengan yang lainnya atas dasar
perbedaan ras/suku, bangsa, warna kulit maupun lainnya, semua orang
berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Allah telah mempertegas pada
surah Al-Hujurat ayat 13 yakni “Sungguh kami telah menciptakan manusia
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

paling bertakwa”.



h. Hak untuk bekerja sama dan tidak. Setiap manusia berhak mengharapkan
bantuan atau kerja sama dari orang muslim lainnya. Tetapi tidak untuk
mereka yang melakukan kejahatan, mereka tidak berhak mendapatkan
pertolongan ataupun bantuan bahkan kerja sama dari seorang muslim
lainnya. Hal ini telah dipertegas dalam firman Allah QS. Al- Maidah ayat

2 yang berbunyi :
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Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat

dosa dan permusuhan.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Hadirnya perlindungan HAM untuk menjamin harkat dan martabat
seseorang baik secara idividu maupun kelompok. Hal tersebut bagian dari ciri
negara hukum, yang mana sesuai UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi
bahwa, “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia telah didukung dengan adanya lembaga negara
yang dikhususkan untuk melindungi hak seseorang, adapun lembaganya
diantaranya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pengadilan Hak Asasi
Manusia, Organisasi di Bidang Penegakan HAM dan sebagainya. Selain itu,
pemerintah juga membentuk suatu undang-undang yang mengatur terkait hak

asasi manusia agar hak warga negara lebih terlindungi.



Aturan terkait hak asasi manusia menjadi pelindung bagi seluruh
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh pelanggaran yang
dilakukan oleh seseorang terkait hak asasi manusia dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundangan yang mengaturnya. Tentunya hal ini dilakukan demi
terciptanya penegakan hak asasi manusia yang baik. Dimana pelanggaran hak
asasi manusia ialah suatu tindakan yang diperbuat seseorang atau sekelompok
orang, secara sengaja ataupun sebab kelalaian dan melawan hukum
(membatasi dan mencabut hak asasi seseorang) yang dijamin oleh undang-
undang, yang mana dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum
seadil-adilnya.

Suatu keharusan bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi
manusia, HAM yang tersirat dalam UUD 45 bersumber pada pandangan
hidup bangsa Indonesia yakni pancasila. Dengan itu, UUD 45 juga berperan
penting dalam penegakan HAM di negara ini. Dalam negara hukum HAM
sangat menuntut pelaksanaannya yang dianggap sebagai asas umum negara
demokrasi, meliputi kebebasan dan kemerdekaan serta perlindungan harkat

martabat manusia.?®

28 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), 150.



B. Hak Narapidana dalam UU No 12 tahun 1995
1. Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narapidana yakni
sebagai orang yang tengah melaksanakan masa hukuman karena suatu
tindakan kejahatan.?® Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 Pasal 1 ayat 7 yakni “Terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di LAPAS”. Terpidana sendiri yakni seseorang yang dikenakan
sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Sejalan dengan hal itu, Andi Hamzah mengartikan narapidana sebagai
seseorang Yyang sedang mejalani masa pidana dan telah hilang
kemerdekannya karena suatu perbuatan pelanggaran yang ia lakukan.*

Narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan pelanggaran
hukum dan telah hilang kemerdekannya karena berada di lembaga
pemasyarakatan ataupun rumah tahanan. Narapidana sebutan bagi orang yang
telah melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana. Sehubung dengan hal
itu, bukan berarti haknya sebagai sebagai seorang manusia dapat dicabut
dengan mudahnya, narapidana hanya terbatas ruang geraknya saja selama
menjalani masa pidana (sementara) sehingga untuk hak yang lainnya tetap
harus didapatkan olehnya selaku manusia makhluk ciptaan Allah yang

dimuliakan.

29 Anonim, “Narapidana”, dalam https://jagokata.com/arti-kata/narapidana.html, diakses pada 20
November 2020.

30 Andi Hamzah, Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia (Jakarta: Pradiya Paramita,
1993), 1.
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Pemidanaan atau penjatuhan hukuman merupakan puncaknya
seseorang melakukan pelanggaran pidana, hal ini merupakan suatu upaya
yang dilakukan agar narapidana sadar atas apa yang telah diperbuatnya serta
mengembalikan seorang narapidana menjadi seseorang dengan kepribadian
yang lebih bagus, patuh terhadap hukum dan tentunya dapat menghargai
moral serta agama sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera.’! Di
Indonesia, pemidanaan yang paling sering digunakan yakni penjara.

Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran
hukum (narapidana) maka akan dijatuhi sebuah hukuman (pemidanaan)
dalam bentuk pidana penjara ataupun lainnya. Dimana pidana penjara
merupakan suatu bentuk pidana dengan pembatasan bergerak dengan
menempatkan narapidana pada lembaga pemasyarakatan ataupun rumah
tahanan dengan mengharuskan para narapidana untuk mematuhi seluruh
aturan yang berlaku dalam instansi tersebut.®2

Sesuai penjelasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan
jika narapidana merupakan orang yang telah berbuat kejahatan dengan
melanggar peraturan perundangan yang kemudian akan diberikan ganjaran
sebagai wujud atau hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya. Selama
berada di penjara, narapidana tidak dapat bergerak dengan bebas. Namun,
pembatasan bergerak tersebut merupakan bagian daripada hukuman atas

perbuatan yang pernah diperbuat olehnya dan keterbatasan hak ini hanya

31 Priyatno, Sistem Pelaksanaan..., 181.
32 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia: Hukum
Penitensier, Cet. Ke 2 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 116.



bersifat sementara saja, yakni hanya pada saat narapidana berada di dalam
RUTAN ataupun LAPAS. Namun, keterbatasan tersebut tidak dapat
menghalangi seorang narapidana untuk mendapatkan haknya sebagai
manusia. Meskipun ia seorang yang telah melakukan kesalahan, haknya

sebagai manusia makhluk ciptaan Allah tetap wajib dipenuhi.

. Macam-Macam Hak Narapidana
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1 mengatur terkait
jaminan perlindungan hak narapidana sebagai perwujudan Universal

Declaration of Human Rights (UDHR) atau Pernyataan Umum terkait Hak

Asasi Manusia, adapun haknya meliputi:

a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan

b. Berhak mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani. Perawatan
rohani didapatkan melalui binaan pendidikan budi pekerti seperti sopan
santun ketika dalam keseharian. Sedangkan perawatan jasmani yakni
dengan memberikannya keluasan dalam berolahraga dan rekreasi,
memberikannya pakaian dan memberikannya perlengkapan tidur beserta
perlengkapan mandi.

c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Wajib disediakannya
pengajar dan pendidik dalam suatu LAPAS, dilaksanakannya di dalam
LAPAS, jika tidak tersedia pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS, bisa
dilakukan di luar LAPAS seperti belajar di wilayah yang dikendalikan
oleh LAPAS, belajar diluar negeri dan belajar di tempat pelatihan milik

instansi pemerintah lainnya.



d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini
dilakukan dengan memperhatikan status orang tersebut sebagai
narapidana, sehingga dalam pelaksanaannya tetap mengikuti batas yang
diijinkan. Pada setiap LAPAS menyediakan klinik beserta fasilitasnya dan
minimal tersedia 1 orang dokter beserta tenaga kesehatan lainnya.
Makanan beserta minuman diberikan sesuai dengan jumlah kalori yang
memenubhi syarat kesehatan.

e. Menyampaikan keluhan. Hal ini dilakukan apabila timbul pelanggaran
yang diakibatkan oleh petugas ataupun sesama narapidana yang berkaitan
dengan hak asasi semasa proses pembinaan.

f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang. Seperti media elektronik dan cetak yang tidak
kontradiktif dengan peraturan.

g. Berhak mendapatkan upah (premi) atas pekerjaan yang dilakukan. Khusus
anak pidana tidak wajib bekerja, tetapi mengikuti kegiatan keterampilan.

h. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang
tertentu lainnya. Wajib disediakan ruang kunjungan minimal satu ruangan
Khusus untuk kunjungan pada LAPAS dan tiap kunjungan ditulis ke dalam
buku daftar kunjungan.

i. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hak ini diberikan
sesuai dengan syarat dalam peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Khusus anak negara tidak mendapatkan remisi, dikarenakan

ia tidak sedang menjalani hukuman penjara.



j. Berhak memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga. Hak ini diberikan sesuai dengan syarat di dalam peraturan
perundangan yang mengaturnya.

k. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat yakni pemberian hak bebas
yang diberikan kepada narapidana dengan ketentuan sekurang-kurangnya
2/3 masa pidananya yang tidak kurang dari 9 bulan.

I. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas

m. Berhak memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.*

Hak-hak tersebut merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang
narapidana selama menjalani masa pidana di Rumah Tahanan maupun
Lembaga Pemasyarakatan. Hak narapidana tentunya tidak jauh beda dari hak
masyarakat pada umumnya, yang menjadi pembeda hanya terletak pada
pembatasan ruang geraknya saja karena ia sedang menjalani masa pidana di
RUTAN maupun LAPAS. Namun, untuk hak yang lainnya tetap harus
dilindungi dan dipenuhi karena seorang narapidana merupakan manusia yang
memiliki hak asasi sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan

khususnya terkait hak kesehatannya.

3 Khamdan, Islam dan..., 106-108.



C. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam
dan UU No. 12 Tahun 1995

Kesehatan merupakan bagian daripada hak asasi manusia yang wajib
dilindungi dan dipenuhi haknya, tanpa memandang status orang tersebut
sekalipun ia seorang narapidana. Selain dengan hal itu, dengan seseorang
memiliki status kesehatan yang baik maka ia dapat beraktivitas dengan tenang
serta nyaman dan tentunya hal ini menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupan
masyarakat. Kesehatan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yakni “keadaan
sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produkif secara sosial dan ekonomis”.3*

Seseorang dapat dikatakan sakit apabila mengalami gejala yang kurang
nyaman pada dirinya ditandai dengan organ tubuh yang kurang berfungsi secara
wajar dan berakibat terhalangnya kegiatan sehari-harinya secara normal.
Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya rangkaian kegiatan yang dilakukan
sendiri maupun secara berkelompok guna menjaga kesehatan seseorang dengan
berbagai bentuk usaha. Dari sini, ruang lingkup kegiatan kesehatan berupa
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dari sini dapat terlihat bahwa kesehatan seseorang sangat dijaga sekali,
begitupun dengan narapidana yang mana ia juga seorang manusia yang memiliki
hak yang harus didapatkan olehnya, khususnya hak kesehatan, sehingga selama

narapidana menjalankan masa pidananya dapat beraktivitas dengan baik.

34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



1. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

Kesehatan merupakan bagian dari nikmat Allah yang wajib disyukuri
oleh setiap manusia. Wajib bagi setiap manusia untuk saling melindungi dan
menghargai bagian dari nikmat hidup ini. Mempertahankan eksistensi
hidup/jiwa merupakan hal yang paling utama bagi setiap orang, karena
dengan mempertahankan hidup/jiwanya, seseorang dapat melakukan
berbagai aktivitasnya dengan sangat baik. Begitupun dengan tujuan adanya
syariat islam (Magasid al-shari‘ah) yakni memberikan perlindungan dan
menjamin hidup/jiwa seseorang dari berbagai hal apapun. Dengan maksud,
bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menganggap rendah dan remeh orang
lain sehingga dengan mudahnya melakukan perbuatan yang mengarah kepada
hilangnya nyawa seseorang.®

Berbagai tindakan yang mengarah kepada hilangnya nyawa seseorang
seperti memukul, mengancam, melukai dan apapun itu yang menjadikan
tercabutnya hak hidup seseorang menjadi terlarang. Hal tersebut merupakan
suatu perbuatan yang tidak terpuji dan keluar dari aturan islam karena telah
melukai sesuatu yang telah dilindungi, dijaga dan dimuliakan oleh Allah,
mencabut ketaatan seorang hamba kepada Tuhan-Nya, melawan fitrah yang
telah diberikan oleh Allah dan merupakan suatu perbuatan kriminal terhadap
hak seluruh umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 32,

yang berbunyi:

%5 Fauzi, Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 118.
3 Jauhar, Magashid..., 42.
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Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang
itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.
Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-
akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hidup seseorang
benar-benar dijaga dan dilindungi oleh Allah tidak dapat seorangpun yang
dapat mencabut hak hidup ini. Seseorang tidak dapat menghilangkan nyawa
orang lain dengan begitu mudahnya, seluruh umat diharuskan untuk
melindungi dan menjaga kehidupan sesama manusia misalnya dengan
memberikannya pengobatan apabila sedang sakit dan lainnya. Untuk itu,
Allah menetapkan hukuman mati dalam QS. Al-Maidah ayat 45 sebagai

hukuman yang setara atas tindakan pembunuhan, yang berbunyi:*
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Artinya: Dan Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya
(Taurat) bahwa nyawa (dibalas) nyawa, mata dengan mata, hidung

dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-
lukapun ada gisas (balasan yang sama).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ancaman hukuman mati dikenakan
bagi pelaku pembunuhan di setiap agama dalam kitab sucinya, baik taurat,

injil maupun Al-qur’an. Menghilangkan nyawa seseorang hanya dapat

87 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 136.



dilakukan oleh pengadilan demi melaksanakan tuntutan keadilan.
Sebagaimana firman Allah QS. Al-An‘am (6:151) yang mana pesan dari ayat
tersebut menjelaskan bahwa dilarangnya membunuh jiwa yang diharamkan
oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar oleh syara’ seperti rajam, gisas

dalam pembunuhan dan lainnya. Sebagaimana hadis Rasul SAW:3®
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Artinya: Dari Ibnu Mas’ud ra. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain
Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah, kecuali satu dari tiga hal:
orang yang sudah menikah berzina, membunuh jiwa dengan jiwa
(membunuh orang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja
tanpa alasan yang benar), orang yang meninggalkan agamanya dan
mencerai beraikan jamaah (orang yang keluar dari islam)”. (HR.
Bukhari dan Muslim)

Sesuai ayat qur’an dan hadits diatas, telah jelas bahwa pembunuhan
di larang oleh syara’, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syara’.
Dalam hal ini, jiwa seseorang yang halal untuk dibunuh melalui alasan yang
dibenarkan pun harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tidak
seorangpun yang dapat dengan mudahnya mengadili atau main hakim sendiri,
karena yang berhak memutuskan melakukan pencabutan atas nyawa
seseorang atau yang memiliki wewenang adalah penguasa yang bijak, sah dan

yang mengikuti aturan syari’at.

38 Jauhar, Magashid..., 45



Dapat Kkita lihat bahwa islam sangat tegas sekali dalam melindungi tiap
jiwa seseorang. Perlindungan ini dilakukan agar diharamkannya seseorang
untuk berbuat sewenang-wenang terhadap jiwa orang lain yakni dengan
menetapkan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan. Diterapkannya
hukuman gisas bagi pelaku pembunuhan tidak lain adalah untuk membuat
orang takut sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan pembunuhan
atau hal-hal yang dapat mengancam jiwa seseorang. Tegas dan bijaknya
hukum islam dalam menegakkan hak pokok manusia ini juga tertuang dalam

firman Allah QS. Al-Maidah ayat 45:
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Artinya: Barangsiapa melepaskan (hak gisasnya), maka itu menjadi
penebus dosa baginya.

Sehubungan dengan hal itu, Anas bin Malik meriwayatkan:
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Artinya: “Sepengetahuan saya setiap ada perkara gisas dilaporkan

kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar
dimaafkan”. (HR. Anas bin Malik) %

Berhubungan dengan ayat Al-qur’an dan hadis yang telah
disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pelaku pembunuhan
yang terkena hukuman qisas dapat dimaafkan dan tentunya yang berhak

memberikan pengampunan ini yakni keluarga si terbunuh. Apabila dalam hal

39 A, Djazuli, Figih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997), 151.



ini telah memperoleh maaf dari keluarga atau ahli warisnya, maka hukuman
gisas dapat dihapus. Tetapi dalam hukum islam secara otomatis akan
menampilkan diyat atau ganti rugi sebagai hukuman pengganti, karena qisas
dan diyat keduanya wajib.

Apabila dari kedua hukuman yakni qgisas dan diyat mendapatkan
ampunan dari keluarga terbunuh maka hukumnya sah saja, karena keduanya
merupakan hak individu (adami).®*® Memberi maaf kepada pelaku
pembunuhan atau seorang yang melakukan pelukaan merupakan suatu
perbuatan yang terpuji, namun bukan berarti seorang pelaku pembunuhan
atau pelukaan terhadap jiwa seseorang tidak dikenakan hukuman. Tentunya
hal ini menjadi wewenang penguasa atau ulil amri dalam menjatuhkan sanksi,
karena seorang pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap dua hak yakni
hak individu (adami) dan hak Allah (masyarakat). Oleh karenanya, seorang
penguasa masih memiliki wewenang untuk memberikan hukuman.

Dalam penjelasan sebelumnya telah menunjukkan betapa islam sangat
menghormati dan memuliakan jiwa seseorang. Penegakkan hak asasi manusia
dilakukan seadil-adilnya dengan tetap mengamati hak-hak yang dimiliki oleh
seorang pelaku tindak pidana (narapidana), termasuk hak perlindungan jiwa.
Islam begitu memperhatikan dan peduli terhadap kesehatan yang dimiliki

oleh tiap individu karena hal ini merupakan bagian terpenting dalam

49 Muslich, Hukum Pidana..., 162.



perlindungan hidup/jiwa seseorang yang wajib dijaga demi terciptanya

kemaslahatan dan penegakan HAM yang seadilnya dalam masyarakat.

. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Menurut Undang-Undang No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemenuhan atau perlindungan hak kesehatan merupakan suatu wujud
jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak. Dengan
memberikan pelayanan kesehatan yang baik maka pemerintah ataupun negara
dapat dikatakan telah memenuhi hak warga negaranya dengan baik pula.
Pemberian pelayanan kesehatan ini memang wajib diberikan oleh pemerintah
kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini telah ditetapkan pada UU
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1, bahwa
narapidana berhak “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang
layak”. Meskipun narapidana termasuk orang yang telah melakukan tindak
pidana, narapidana tetap termasuk warga negara, yang mana hak asasinya
tetap wajib dipenuhi.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung
dengan sarana dan prasarana yang mencukupi, apabila sarana dan prasarana
tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, pemenuhan hak kesehatan kurang
dapat berjalan dengan sempurna. Karena hal ini merupakan suatu kesatuan
penunjang terpenuhinya hak kesehatan seseorang. Terkait syarat dan tata cara
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam PP No. 32 Tahun

1999 untuk menjalankan ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 tentang



Pemasyarakatan, dibawah ini merupakan bagian dari pemenuhan hak
kesehatan meliputi:
a. Pasal 14

1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang layak.

2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan
disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga
kesehatan lainnya.

b. Pasal 15

1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS

2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat 1 berhalangan, maka pelayanan
kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

c. Pasal 16

1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan
dan dicatat dalam kartu kesehatan

2) Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan
mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di
LAPAS wajib melakukan pemeriksaan

3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dan 2 ditemukan adanya penyakit menular atau

membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.



d. Pasal 17

1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3
memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan
rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan
dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS.

2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 harus mendapat izin tertulis dari Kepala
LAPAS.

3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dibawa dan
dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila
diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.

4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan
kepada negara.

5) Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit,
maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada
keluarganya.

e. Pasal 21

1) Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang

meliputi:

a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan

b) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan
gizi

¢) Pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum



f. Pasal 22

1) Setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat menerima
makanan dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.

2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum diserahkan
kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan, harus diperiksa
terlebih dahulu oleh petugas LAPAS.

Selain dengan hal itu, perawatan jasmani bagi narapidana juga
diperlukan demi terpenuhinya hak kesehatan narapidana, terkait syarat dan
tata cara pelaksanaannya diatur dalam pasal 7 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1999,
sebagai berikut:

a. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan
perawatan jasmani berupa:

1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi

2) Pemberian perlengkapan pakaian

3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.*

Kesempatan olahraga yang dimaksud seperti (sepak bola, volly, bulu tangkis,
senam dan lainnya), kesempatan rekreasi seperti penayangan televisi,
pemberian perlengkapan pakaian, tidur serta mandi seperti (tempat tidur,
kasur, atau tikar, selimut, bantal, sabun mandi, handuk, sikat dan lainnya).

Terkait kesehatan ini, harus mengacu pada SMR (Standart Minimum Rules

41 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan



for Treatment of Prisoners) yakni aturan minimum standar perlakuan
terhadap narapidana,*? seperti sarana dan prasarananya.
Adapun (Standart Minimum Rules for Treatment of Prisoners) SMR
dalam perawatan kesehatan fisik dan jiwa, sebagai berikut:
a. Hak makan dan minum
Setiap orang yang dipenjara wajib diberi makan oleh pengelola penjara
pada jam yang ditentukan dengan makanan yang bergizi, memadai,
berkualitas dan disajikan dengan baik untuk kesehatan dan kekuatan
narapidana. Selain itu, air minum harus tersedia setiap saat dibutuhkan.
(aturan 20)
b. Hak kesehatan dan kebersihan diri
1) Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan menjaga dirinya agar tetap
bersih, untuk itu wajib disediakan air serta benda toilet lainnya yang
diperlukan demi menjaga kesehatan dan kebersihan orang yang
dipenjara. (aturan 15)
2) Agar orang yang dipenjara dapat menjaga penampilannya dengan baik
sesuai harga dirinya maka harus disediakannya tempat perawatan
rambut dan jenggot untuk bercukur, serta pria dapat dimungkinkan

untuk bercukur secara teratur. (aturan 16)

42 Ahmad Sanusi, “Aspek Layanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”, Jurnal IImiah Kebijakan Hukum (JIKH),
Vol. 10. No. 1 (Maret, 2016), 41.



3) Sarana kebersihan harus memadai bagi orang yang dipenjara untuk
membuang hajat (kotoran) pada saat waktu yang dibutuhkannya dengan
cara bersih dan sopan. (aturan 12)

4) Sarana mandi untuk membersihkan badan sehingga orang yang
dipenjarakan dapat diharuskan untuk mandi pada suhu yang sesuai
dengan iklim. (aturan 13)

5) Semua bagian dalam institusi yang digunakan oleh para narapidana
harus selalu dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih setiap
saat. (aturan 14)

. Hak pakaian dan perlengkapan tidur

1) Setiap orang yang dipenjarakan tidak diperbolehkan memakai pakaian
sendiri, harus diberi pakaian yang sesuai dan memadai agar
membuatnya tetap sehat, pakaian tersebut tidak merendahkan dan
menghinakan dirinya. (aturan 17 ayat 1)

2) Semua pakaian harus bersih dan baik, pakaian dalam harus diganti dan
dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. (aturan 17
ayat 2)

3) Jika orang yang dipenjarakan diperkenankan memakai pakaiannya
sendiri, maka harus dibuat aturan cara memasukannya ke dalam
lembaga untuk menjamin agar tetap bersih dan layak. (aturan 17 ayat 3)

4) Semua akomodasi yang tersedia untuk orang yang dipenjarakan
terutama prasarana dan kelengkapan tidur harus memenuhi persyaratan

kesehatan dengan memberikan perhatian yang layak terhadap kondisi



iklim terutama luas lantai minimum, pemanasan, penerangan dan
ventilasi. (aturan 10)

5) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi tempat tidur yang terpisah

dan dengan selimut, seprai tersendiri dan mencukupi. (aturan 19)
d. Hak pelayanan kesehatan

1) Setiap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara harus
menyediakan minimal satu tenaga medis dibidang kejiwaan, pelayanan
wajib diselenggarakan serta bekerjasama dengan penyelenggara
kesehatan umum dan tentunya pelayanan kesehatan tersebut harus
meliputi pelayanan kesehatan diagnosa dan penyembuhan dari
gangguan mental. (aturan 22 ayat 1)

2) Apabila tenaga medis dalam instansi tersebut sudah tidak dapat lagi
menangani narapidana yang sakit, maka dapat dilakukannya rujukan ke
rumah sakit atau ke klinik spesialis yang memiliki fasilitas lengkap dan
tenaga medis yang terdidik. (aturan 22 ayat 2)

3) Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas harus
tersedia untuk setiap orang yang dipenjarakan. (aturan 22 ayat 3)

e. Hak perawatan atas sakit

1) Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang yang dipenjarakan,
sesegera mungkin setelah di terima di LAPAS maupun RUTAN.
Setelahnya, memisahkan orang-orang yang dicurigai mengidap

penyakit infeksi dan menular. (aturan 24)



2) Petugas kesehatan LAPAS atau RUTAN wajib menjaga kesehatan
jasmani dan mental narapidana. Apabila terdapat narapidana yang sakit,
mengeluhkan sakit, atau narapidana yang memerlukan perawatan
khusus maka wajib bagi petugas kesehatan untuk mengunjungi. (aturan
25 ayat 1)

3) Petugas kesehatan wajib melapor kepada Kepala LAPAS atau RUTAN
apabila kesehatan jasmani atau jiwa narapidana telah atau akan
terganggu akibat dari adanya pemenjaraan atau adanya suatu keadaan
tertentu dalam penjara. (aturan 25 ayat 2)

4) Dinas kesehatan harus mendeteksi dan mengobati penyakit jasmani
atau cacat mental yang dapat mempengaruhi proses rehabilitasi serta
menyediakan psikiatri yang diperlukan. (aturan 62)

5) Narapidana yang ketahuan tidak waras, maka harus dipindahkan ke
rumah sakit secepat mungkin dan harus tidak dipenjara. (aturan 82 ayat
1)

6) Apabila orang yang dipenjarakan menderita penyakit mental lainnya
atau diluar batas normal harus ditempatkan dalam pengawasan khusus
serta dilayani dibawah pengawasan tenaga kesehatan. (aturan 82 ayat
2)

. Hak olahraga

1) Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak dipekerjakan di lapangan
harus melakukan gerak badan, sekurangnya sejam setiap harinya jika

cuaca mendukung. (aturan 21 ayat 1)



2) Narapidana pemuda atau yang lain dengan umur serta fisik yang sesuai
harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerakan badan untuk
itu diperlukan adanya tempat, instalasi dan perlengkapan.*

Keseluruhan dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat
dijadikan rujukan dalam memenuhi hak kesehatan narapidana.

Untuk menjalankan pelayanan kesehatan selain didukung dengan
adanya sarana dan prasarana yang mencukupi, dibutuhkan pula kelihaian
petugas pemasyarakatan dalam mengemban amanah. Adapun etika yang
harus dijunjung petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya salah
satunya yakni memberikan kesempatan terjaminnya hak untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dimana WBP tetap
memperoleh haknya sebagaimana layaknya manusia sehingga hal ini
menjadikan hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh
perawatan kesehatan, hak makan dan minum, hak atas pakaian dan tempat
tidur, hak berolahraga dan hak atas hiburan.*

Adapun sanksi bagi pegawai pemasyarakatan yang melakukan
pelanggaran kode etik diatur dalam Permenkumham No. M.HH-16.KP.05.02
Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, sebagai berikut:

a. Pasal 25
1) Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran kode etik

dikenakan sanksi moral

43 Khamdan, Islam dan..., 142-161.
44 Khamdan, Islam dan..., 179.



2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis
dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a) Pernyataan secara tertutup atau
b) Pernyataan secara terbuka

4) Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenai sanksi moral sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh
Pegawai Pemasyarakatan tersebut

5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya
sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pasal 26

Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain

dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3),

dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB Il
KONDISI FAKTUAL PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA
DI RUTAN KELAS | TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU

A. Sejarah Rutan Kelas | Tanjungpinang

Rumah Tahanan Negara Kelas | Tanjungpinang ialah Unit Pelaksana
Teknis dibidang Penahanan yang berada dibawah tanggung jawab Kanwil
Kemenkumham Kepulauan Riau, dimana penahanan dilakukan demi
kepentingan penyidikan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada waktu
dahulu, Rutan Kelas | Tanjungpinang merupakan Lapas Kelas [IA
Tanjungpinang yang pada saat ini berubah fungsinya menjadi Rutan Kelas |
Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Departemen Hukum dan
HAM RI Nomor : A.3222.KP.04.04 tanggal 06 Juni 2006 untuk pertama kalinya
dengan pelantikan pejabat Struktural Eselon Illb sebagai Kepala Rutan
tertanggal 12 juli 2006.

Rumah Tahanan Negara Kelas | Tanjungpinang berada ditengah kota
yakni di JI. Pemasyarakatan No. 08 Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan
Tanjungpinang Barat dan daerah ini lebih terkenal dengan sebutan Kampung
Jawa. Zaman Pemerintahan Portugis merupakan tahap awal dari pembangunan
Rumah Tahanan Kelas I Tanjungpinang dan selesai pada zaman pemerintah
Belanda yakni pada tahun 1867 dengan berdiri diatas tanah seluas 6400 m? dan
luas bangunan 2100 m2. Berkembangnya kota Tanjungpinang sebagai wilayah

tujuan wisata di Provinsi Kepulauan Riau, menjadikan Rumah Tahanan Kelas |
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Tanjungpinang wacana kedepan akan menjadi objek wisata sejarah karena Rutan

Kelas | Tanjungpinang termasuk dalam kategori Benda Cagar Budaya dengan

sebutan “RUMAH JIL BELANDA” dan dilindungi dengan UU. No. 5 Th. 1992

tentang Cagar Budaya.

Dibawah ini merupakan beberapa tempat unik yang akan dijadikan

sebagai objek wisata pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang, diantaranya:

1.

Bangunan gedung penjara dengan ciri khas bangunan Portugis dan Belanda
yang masih kokoh dan kuat.

Sumur tua yang bertingkat merupakan sumur model Tempoe Doeloe.

Ruang Straf Sell/Tutupan Sunyi bagi para Narapidana yang melanggar
disiplin.

Ruang sel yang dijadikan tempat hukuman gantung pada saat itu.

Bentuk Genta/Lonceng Tua yang terjaga keutuhannya.

. Motto, Visi dan Misi Rutan Kelas | Tanjungpinang

Dalam menjalankan tugasnya, Rutan Kelas | Tanjungpinang memiliki

Motto, Visi dan Misi, yakni sebagai berikut :

1.

Motto

“Rujiba, Berjaya tanpa pungli, Berjaya tanpa korupsi”

Visi

“Terciptanya pemeliharaan Kesehatan hubungan hidup, kehidupan, dan

penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu anggota



masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia
Mandiri)”

3. Misi
“Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan
Pemasyaratakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan
penanggulangan kesejahteraan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi

Manusia”.

C. Struktur Organisasi Rutan Kelas | Tanjungpinang
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber: Rutan Kelas | Tanjungpinang



D. Tugas dan Fungsi Rutan Kelas | Tanjungpinang
Adapun tugas dan fungsi pokok dari Rumah Tahanan Negara, yakni

sebagai berikut:

1. Tugas pokok Rumah Tahanan Negara adalah :
a. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
b. Melakukan pengelolaan Rutan.
c. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Fungsi pokok Rumah Tahanan Negara adalah :
a. Menahan tahanan yang sedang menjalani proses peradilan pidana

b. Merawat tahanan yang sedang menjalani proses peradilan pidana

Berikut uraian tugas/tata kerja dari masing-masing bagian/seleksi di

Rumah Tahanan Negara Kelas | Tanjung Pinang, yakni meliputi :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara
Tupoksi jabatan :
a. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu dan menyusun rencana
kerja
b. Mengkoordinir pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan
c. Mengkoordinir urusan tata usaha Rutan
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
e. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan
f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

g. Bertanggung jawab penuh terhadap UPT



2. Seksi Pelayanan Tahanan
Tupoksi Jabatan :
a. Melaksanakan pendaftaran administrasi tahanan dan narapidana
b. Melaksanakan perawatan kesehatan tahanan dan narapidana
c. Melaksanakan bimbingan kegiatan tahanan dan narapidana
d. Melaksanakan bantuan dan penyuluhan hukum tahanan dan narapidana
3. Seksi Pengelolaan Rutan
Tupoksi Jabatan :
a. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian
b. Melaksanakan pengurusan perawatan dan perlengkapan
c. Melaksanakan pengurusan keuangan Rutan
4. Kesatuan Pengamanan Rutan
Tupoksi Jabatan :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban rutan
b. Melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban
c. Melaksanakan pengaturan tugas penjagaan
d. Melaksanakan pemeliharaan dan penggunaan alat keamanan
e. Melaksanakan tata persuratan

f. Melaksanakan tata kearsipan

Adapun fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas | Tanjungpinang selama

menjalankan tugasnya, sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan terhadap tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara



3. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
4. Melakukan urusan tata usaha

5. Melakukan hubungan ke instansi luar

E. Jumlah Pegawai Rutan Kelas | Tanjungpinang

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai

No Uraian Jumlah
1. Kepala Rutan 1 Orang
2. Tata Usaha 2 Orang
3. Pengamanan 44 Orang
4. Seksi Pelayanan 10 Orang
5. Seksi Pengelolaan 7 Orang
Jumlah 64 Orang

Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang

F. Jumlah Penghuni Rutan Kelas | Tanjungpinang
1. Berdasarkan Jenis Narapidana dan Tahanan

a. Narapidana

Tabel 3.2 Jenis Narapidana

No Jenis Narapidana Jumlah
1. Bl 232 Orang
2. BIIA 44 Orang
3. BIIB 2 Orang
4, B Il 3 Orang
5. Hukuman Mati 0 Orang
6. Hukuman Seumur Hidup 0 Orang
7. Anak Didik Pemasyarakatan 0 Orang
Jumlah 281 Orang

Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang



b. Tahanan

Tabel 3.3 Jenis Tahanan

No Jenis Tahanan Jumlah
1. Al 0 Orang
2. All 29 Orang
3. Alll 79 Orang
4, AlV 14 Orang
5. AV 8 Orang
6. Tahanan Militer 0 Orang
7. Tahanan Anak 0 Orang
2. Berdasarkan Jenis Kejahatan
Tabel 3.4 Jenis Kejahatan
No Jenis Kejahatan Hd
Narapidana Tahanan
1. Narkotika 97 Orang 52 Orang
2. Keimigrasian 0 Orang 0 Orang
3. Kesehatan 0 Orang 0 Orang
4. Human Traficking 2 Orang 0 Orang
5. Pembalakan Liar 0 Orang 0 Orang
6. Merusak Barang 0 Orang 0 Orang
7. Lain-Lain 182 Orang 78 Orang
Jumlah 281 Orang 130 Orang
Kapasitas Hunian 350 Orang
Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang
3. Berdasarkan Jenis Kewarganegaraan
Tabel 3.5 Jenis Kewarganegaraan
No Kewarganegaraan Jumlah
1. Warga Negara Indonesia 407 Orang




No Kewarganegaraan Jumlah
2. Warga Negara Asing 4 Orang
Jumlah 411 Orang
Kapasitas Hunian 350 Orang
Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang
4. Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 3.6 Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-Laki 388 Orang
2. Perempuan 23 Orang
Jumlah 411 Orang
Kapasitas Hunian 350 Orang
Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang
5. Berdasarkan Jenis Umur
Tabel 3.7 Jenis Umur
No Jenis Umur Jumlah
2. Dewasa 385 Orang
3. Lansia 9 Orang
Jumah 411 Orang
Kapasitas 350 Orang
Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang
G. Sarana dan Prasarana Rutan Kelas | Tanjungpinang
Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana
No Sarana dan Prasarana Jumlah
1. Stationary Generating Set 1 Unit
2. Mini Bus 2 Unit
3. Sepeda Motor 2 Unit




No Sarana dan Prasarana Jumlah
4. Mesin Ketik Manual Portable 1 Buah
5. Mesin Manual Standard 2 Buah
6. Lemari Besi/Metal 3 Buah
7. Rak Kayu 2 Buah
8. Filing Cabinet Besi 1 Buah
9. Alat Detector Barang 1 Buah
10. CCTV 1 Buah
11. Hand Metal Detector 2 Buah
12. Alat Sidik Jari 7 Buah
13. Portal Metal Detector 2 Buah
14, Lapangan Tenis 1 Unit
15. Lapangan Bulu Tangkis 1 Unit
16. Bangunan Gedung Perkantoran Permanen 1 Unit
17. Rumah Dinas Golongan tipe B Permanen 1 Unit
18. Rumah Dinas Golongan tipe D Permanen 2 Unit
19. Handy Talky (HT) 10 Buah
20. P.C Unit 11 Buah
21. Monitor 2 Buah
22. Printer 4 Buah
23. Scanner 1 Buah
24, Sotgan 7 Buah
25. Buku Jaga 8 Buah
26. Telpon 6 Buah
27. Papan Tulis 2 Buah
28. Lonceng Isyarat 3 Buah
29. Jam Dinding 2 Buah
30. Denah Rutan 2 Buah
31. Kunci Gembok 48 Buah
32. Lampu Senter 5 Buah
33. Gas Air Mata 7 Buah
34. Borgol 15 Buah
35. Jas Hujan 4 Buah




No Sarana dan Prasarana Jumlah
36. Kotak Kunci 2 Buah
37. Satuan PHH 15 Buah
38. Masjid 1 Unit
39. Aula 1 Unit
40. Pos Kunjungan 1 Unit
41, Blok Narapidana 3 Unit
42. Dapur 1 Unit
43. Parkir 1 Unit

Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang

H. Sarana dan Prasarana Kesehatan Rutan Kelas | Tanjungpinang

Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No Sarana dan Prasarana Jumlah
1. Klinik 1 Unit
2. Meja Rawat 1 Buah
3. Tabung Oksigen 5 Buah
4. Lemari Obat 1 Buah
5. Alat Bedah Minor 1 Set

6. Resusitasi 1 Buah
7. Nebulizer 1 Buah
8 Obat-Obat (Demam_, l_?;a@uk, Pilek, Mqag, 1 Set

Jantung, Gatal, Antibiotik dan sebagainya)

9. Tempat Tidur Besi 1 Buah
10. Dispenser 1 Buah
11. Meja Komputer 1 Buah
12. Kasur 1 Buah
13. Tensimeter 1 Buah

Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang




I. Kerangka Menu Makanan 10 Hari Rutan Kelas | Tanjungpinang

Tabel 3.10 Kerangka Menu Makanan

Hari Pagi Snack Siang Snack Sore
Beras Beras
Beras Ikan Segar A
yam
Telur Kacang Tahu .
I it Ubi Tempe
Sayur Hijau Sayur
o Sayur
Air minum Buah Air Minum
Air Minum
Beras Beras
Beras Daging .
Ikan Segar Tempe Ikan Kering
I Ubi - Tahu
Sayur Sayur Savur
Air Minum Buah Air I\/BI/inum
Air Minum
Beras Beras
Beras Ayam Ikan Segar
i Telur Kacang Tahu Ubi Kacang-
Sayur Hijau Sayur Kacangan
Air Minum Buah Sayur
Air Minum Air Minum
Beras Beras
Beras Ikan Kering Ikan Segar
Ayam . Kacang- Kacang-
v Ubi Kacangan -
Sayur S Kacangan
N ayur
Air Minum Sayur
Buah Air Minum
Air Minum
Beras Beras
SRS Ayan Ikan Kering
Telur Kacang Tempe .
\Y 3 Ubi Kacang-
Sayur Hijau Sayur
A Kacangan Sayur
Air Minum Buah Y.
— Air Minum
Air Minum
Beras
Beras Ikan Segar Beras
Daging . Tahu Ayam
Vi Ubi - Tempe
Sayur Sayur
A Sayur
Air Minum Buah Air Minum
Air Minum
Beras
Ayam
Beras Kacang- Ikaieéaes(j;ar
VII Telur Kaf:_ang Kacangan Ubi Tahu
Sayur Hijau Sayur S
A ayur
Air Minum Buah A
. Air Minum
Air Minum




Hari Pagi Snack Siang Snack Sore
Beras Beras
Beras Ikan Kering Daging
VI Ayam Ubi Tempe i Kacang-
Sayur Sayur Kacangan
Air Minum Buah Sayur
Air Minum Air Minum
Beras
Ikan Segar Beras
Bera
Telur Kacang Kacang- : Ayam
IX ot Kacangan Ubi Tahu
Sayur Hijau
Air Minum Sayur Sayur
Buah Air Minum
Air Minum
Beras
Beras Telur Di%ﬁsg
X Ikan Kering Ubi Tahu i Tempe
Sayur Sayur
- Sayur
Air Minum Buah Air Minum
Air Minum
Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang




J. Laporan Bulanan Kesakitan (Morbiditas) dan Kematian (Mortalitas) Rutan Kelas | Tanjungpinang

Tabel 3.11 Laporan Bulanan Kesakitan dan Kematian

_ Dirawat
No Jenis Penyakit Sakit Ravxg;lg;rzip di RawaLtuI:rap di Raw[e)v;l i1aarlr::1n di Rawalf lj;arlan di | \ati
T N Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

1. Penyakit Pernapasan 68 55 123 0 0 123 0 0
2. Penyakit Pencernaan 1 3 4 0 0 4 0 0
3. B 0 0 0 0 0 0 0 0
4, HIV dan AIDS 0 1 1 0 0 1 0 0
5. IMS 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hepatitis 0 0 0 0 0 0 0 0
1 et | 1| o [ : : o | o

Penyakit Syaraf 0 0 0 0 0 0 0 0
9. | Kanker 0 0 0 0 0 0 0 0
11. | Chirosis Hepatitis 0 0 0 0 0 0 0 0
12. | Gangguan Jiwa 0 0 0 0 0 0 0 0
13. | Penyakit Mata 0 0 0 0 0 0 0 0
14. | Diabetes Mellitus 1 0 1 0 0 1 0 0




Dirawat

No Jenis Penyakit Sakit Rav:ga;1 ILr;zp di Rawalitulanrap di Raw[z;'zl I1{:151r|r;31n di Rawalf l‘Jlaarlan di Mati
T N Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
15. | Penyakit Kulit 23 18 41 0 0 41 0 0
16. | Kekerasan 0 0 0 0 0 0 0 0
17. | Bunuh Diri 0 0 0 0 0 0 0 0
18. | Lain-Lain 28 12 40 0 0 40 0 0
Jumlah 122 89 211 0 0 211 0 0

Sumber : Rutan Kelas | Tanjungpinang




K. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Rutan Kelas I Tanjungpinang
Berdasarkan salah satu fungsi Rutan Kelas | Tanjungpinang yang telah
dijelaskan sebelumnya terkait pelayanan terhadap tahanan maupun warga binaan
pemasyarakatan, yang mana dalam hal ini termasuk memberikan pelayanan
kesehatan terhadap narapidana. Adapun pelayanan yang diberikan Rutan Kelas
I Tanjungpinang guna terpenuhinya pemenuhan hak kesehatan narapidana,
sebagai berikut:
1. Pelayanan Kesehatan
Dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, Rutan Kelas |
Tanjungpinang melakukan pelayanan kesehatan terhadap narapidananya.
Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rutan Kelas |
Tanjungpinang sebagai berikut:
a. Sarana dan Prasarana Kesehatan
Rutan Kelas | Tanjungpinang telah menyediakan sarana dan
prasarana kesehatan seperti yang telah dipaparkan dalam tabel
sebelumnya. Namun, terkait sarana dan prasarana kesehatan dapat
dikatakan belum mencukupi. Pertama, dibutuhkan adanya ambulance
karena pada saat ini Rutan Kelas | Tanjungpinang belum menyediakan
ambulance.®® Pada tahun 2019 ambulance tersedia, namun keadaannya

sudah rusak berat sehingga tidak layak lagi untuk digunakan. Oleh karena

4 Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
2020.



itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang sedang menunggu dari pusat terkait
adanya ambulance, kemungkinan ambulance tersedia di tahun depan.*®

Kedua, dibutuhkan adanya ruang rawat inap karena Rutan Kelas |
Tanjungpinang hanya menyediakan 1 ruang klinik yang difungsikan
sebagai ruang pemeriksaan, ruang kantor, ruang pengambilan obat, serta
ruang rawat inap. Dimana ruang klinik hanya menyediakan 1 tempat tidur
besi beserta kasurnya yang digunakan untuk rawat inap bagi narapidana
yang membutuhkan perawatan inap beserta peralatan medis lainnya.*’

b. Tenaga Medis

Rutan Kelas | Tanjungpinang telah menyediakan 1 orang perawat
yang sekaligus menjabat sebagai ketua klinik Rutan Kelas |
Tanjungpinang, dimana perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang merupakan
lulusan D3 Kesehatan Perawat yang telah bekerja di Rutan Kelas I
Tanjungpinang dari bulan Januari 2008 sampai dengan saat ini. Dalam hal
ini, perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang bekerja mulai pukul 08.00-
16.00 WIB pada setiap hari kerja yakni hari Senin-Sabtu. Namun, diluar
daripada jam kerja perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang tetap siap dan
mengantisipasi apabila terdapat narapidana yang sakit.*®

Ketersediaan tenaga medis di Rutan Kelas | Tanjungpinang dapat

dikatakan belum mencukupi, karena Rutan Kelas | Tanjungpinang hanya

4 Nomi Oprashinta Saputri (Pengelola Barang Milik Negara), Wawancara, Tanjungpinang, 3
November 2020.

47 Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
2020.
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menyediakan 1 orang perawat yang merangkap sebagai ketua klinik Rutan
Kelas | Tanjungpinang. Dalam menjalankan tugasnya, perawat Rutan
Kelas | Tanjungpinang dibantu oleh narapidana yang memiliki
kemampuan dan standart dalam bidang kesehatan dan administrasi.
Dimana narapidana yang membantu perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang
sebelumnya berprofesi sebagai dokter, sehingga ia paham bagaimana cara
menangani orang sakit. Dengan keterbatasan ini, tidak menutup
kemungkinan bagi pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang untuk mengerjakan
apa yang dapat dikerjakan dalam menjalankan tugasnya.*®
c. Pemeriksaan Kesehatan

Pengecekan dilakukan setiap harinya oleh petugas pengamanan
bersama dengan perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang setiap pagi dan sore
hari. Apabila terdapat narapidana yang mengeluhkan terkait kesehatannya,
maka akan diperiksa oleh perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang untuk
diberikan obat sesuai dengan sakit yang dialaminya. Namun, diluar
pengecekan oleh petugas jaga/pengamanan bersama perawat Rutan Kelas
| Tanjungpinang terdapat narapidana yang sakit, maka perwakilan kamar
dapat menekan tombol panic button (bel darurat) yang telah terhubung
dengan tim jaga, mengingat penjagaan di Rutan Kelas | Tanjungpinang
dilakukan secara shift-shiftan yakni sehari terdapat 3 shift jaga. Kemudian

tim jaga datang ke kamar sell untuk mengecek sekaligus menghubungi

4% Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
2020.



perawat Rutan untuk datang dan memeriksa keadaan narapidana sekalipun
itu diluar jam kerja.*®

Bagi narapidana yang baru masuk Rutan Kelas | Tanjungpinang
Kelas | Tanjungpinang maka kesehatannya akan diperiksa terlebih dahulu,
sedangkan terkait pemeriksaan kesehatan rutinan dilakukan sekitar 2-3
bulan sekali oleh pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang yang dibantu dengan
berbagai tim dokter, seperti tim dokter umum, tim dokter gigi, tim penyakit
TB, tim penyakit HIV/AIDS dan lainnya dari luar Rutan Kelas |
Tanjungpinang. Ketika terdeteksi adanya penyakit tersebut misalnya TB,
maka narapidana akan dicek sputum (cek dahak). Dalam hal ini, Rutan
Kelas | Tanjungpinang selalu berkordinasi dengan dinas kesehatan,
puskesmas dan rumah sakit setempat. Apabila dari hasil cek dahak
teridentifikasi positif TB, maka narapidana akan dirawat secara khusus.**

d. Perawatan Khusus

Perawatan khusus bagi narapidana yang memiliki penyakit
menular dan membahayakan di Rutan Kelas | Tanjungpinang yaitu dengan
menempatkan narapidana diruang khusus dalam Rutan Kelas |
Tanjungpinang dan memberikan rujukan ke rumah sakit bagi yang
memerlukan penanganan lebih lanjut, begitupun dengan narapidana yang

memiliki penyakit bawaan biasanya seperti penyakit jantung dan tulang.

50 M. Reza Pahlevi (Staff Administrasi Pengamanan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
2020.
>l Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
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1) Di dalam Rutan Kelas | Tanjungpinang

Rutan Kelas | Tanjungpinang memberikan perawatan khusus
bagi narapidana yang menderita penyakit menular dan membahayakan
contonya TB dan HIV yakni dengan mengkarantina atau mengisolasi
narapidana tersebut di ruang starf sell (tutupan sunyi/sel pengasingan)
yang difungsikan menjadi ruang isolasi bagi narapidana. Apabila
diruang starf sell (tutupan sunyi/sel pengasingan) terdapat narapidana
yang sedang menjalani masa disiplin maka terpaksa dikeluarkan untuk
menempatkan narapidana yang terkena penyakit menular dan
membahayakan. Penempatan bagi narapidana yang memiliki penyakit
sama seperti HIV akan digabungkan dalam satu starf sell. Berbeda
dengan narapidana yang memiliki penyakit TB, maka tidak dapat
digabungkan karena penularan dalam penyakit TB sangat rentan.5?

Bagi narapidana yang memiliki penyakit TB akan dikarantina
sampal minum obat selesai yakni selama 6 bulan. Dan bagi narapidana
yang memiliki penyakit HIV akan dikarantina selama 6 bulan sampai
dengan 1 tahun dan meminum obat seumur hidupnya. Setelah
narapidana selesai menjalani masa karantinanya, maka akan dilakukan
cek kesehatan lagi. Apabila dalam pengecekan kesehatan masih
ditemukan adanya penyakit tersebut, narapidana akan dikarantina

sampai dinyakatan sembuh. Setelah benar-benar dinyatakan sembuh

52 Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
2020.



dari penyakitnya, penderita (narapidana) dapat digabungkan bersama

narapidana lainnya. Bagi narapidana yang penyakitnya memerlukan

perawatan lebih lanjut dapat dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas. >
2) Diluar Rutan Kelas | Tanjungpinang

Rutan Kelas | Tanjungpinang memberikan rujukan ke rumah
sakit ataupun puskesmas bagi narapidana yang memiliki penyakit
bawaan dan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan lebih
lanjut. Narapidana yang memiliki penyakit bawaan biasanya seperti
penyakit jantung dan tulang, dapat dirujuk ke rumah sakit karena
penyakitnya membutuhkan perawatan lebih. Terkait perawatan lebih
lanjut yang berarti pelayanan kesehatan dilakukan diluar Rutan Kelas |
Tanjungpinang, harus mendapatkan izin dari kepala Rutan Kelas |
Tanjungpinang.

Apabila selama perawatan dilakukan di dalam Rutan Kelas |
Tanjungpinang tenaga kesehatan (perawat) rutan mendapatkan hasil
analisa bahwa penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka akan
diproses terlebih dahulu dalam sidang TPP (Tim Pengamat
Pemasyarakatan) yang mana dalam sidang TPP terdapat tim yang
menyetujui dan tidaknya narapidana untuk dibawa keluar rutan dengan

menyatakan berbagai saran dan masukan. Setelahnya diajukan kepada

53 Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
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kepala rutan untuk disetujui dan tidaknya narapidana dirawat lebih
lanjut keluar rutan disertai dengan rekomendasi.>*

Data narapidana yang berobat maka akan dimasukan ke dalam
buku Register G (buku untuk narapidana yang berobat) dan begitupun
dengan hasil pemeriksaan dokter di luar Rutan Kelas | Tanjungpinang
akan dimasukan juga ke dalam buku Register G untuk mengetahui
alasan dapat dirawatnya narapidana di rumah sakit atau puskesmas
sampai dinyatakan sembuh oleh dokter maka dapat dikembalikan lagi

ke dalam Rutan Kelas | Tanjungpinang.®®

Perizinan bagi narapidana yang memerlukan perawatan lebih lanjut
di rumah sakit tidak sulit, selama pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang
memang sudah tidak dapat menangani si penderita. Tentunya pengobatan
pertama kali dilakukan oleh pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang terlebih
dahulu, apabila dalam masa pengobatan sakit yang dialami narapidana
dapat berkurang maka cukup ditangani oleh pihak Rutan Kelas I
Tanjungpinang. Apabila sebaliknya, maka narapidana dapat dirujuk ke
rumah sakit.>®

Rujukan ke rumah sakit tentunya harus melalui sidang TPP (Tim
Pengamat Pemasyarakatan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

proses sidang TPP hanya memerlukan waktu setengah jam. Namun,

>4 Rio Guntur Sinulingga (Perawat Pelaksana Lanjutan), Wawancara, Tanjungpinang, 3 November
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pengecualian bagi narapidana yang memiliki penyakit bersifat emergency
(darurat) seperti jantung dan pada saat itu penyakitnya kambuh, maka
sidang TPP dapat dilaksanakan sejalan dengan dilakukannya perawatan di
rumah sakit. Dalam hal ini pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang yang
membawa narapidana ke rumah sakit dan pihak keluarga pastinya
dihubungi.®

Selama masa pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 19),
Rutan Kelas | Tanjungpinang telah menyediakan ruangan khusus untuk
mengkarantina narapidana yang baru masuk Rutan Kelas | Tanjungpinang
selama 14 hari guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona
apabila narapidana tersebut terjangkit virus corona. Virus corona atau
COVID-19 (Corona Virus Disease 19) yakni penyakit yang disebabkan
oleh virus SARS-CoV-2 menyerang melalui pernapasan, percikan bersin
dan sebagainya.®® Dimana orang yang terkena penyakit COVID-19
(Corona Virus Disease 19) memiliki gejala sakit tenggorokan, batuk,
demam tinggi atau bahkan ada yang tidak memiliki gejala sama sekali.

e. Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan bagi narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang telah
dianggarkan pertahunnya oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksana Harian) dan
yang disediakan oleh Rutan Kelas | Tanjungpinang apa yang sudah

dianggarkan oleh DIPA, namun anggaran yang disediakan terbatas. Oleh
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karena itu, terkait biaya pengobatan bagi narapidana yang memerlukan
perawatan lebih lanjut (perawatan di luar Rutan) ditanggung oleh pihak
keluarga narapidana menggunakan kartu BPJS bagi yang memilikinya dan
bagi yang tidak memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) maka pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang bersedia membantu

membuatkan kartu BPJS.%°

Dalam satu bulan banyak narapidana yang mengeluhkan terkait
kesehatannya, dalam satu hari bisa terdapat 30 narapidana yang sakit. Rata-
rata penyakit yang sering dialami oleh narapidana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang selain penyakit bawaan yaitu gatal-gatal, batuk, pilek, sakit
perut dan demam. Obat tidak diberikan sekaligus banyak seperti halnya di
rumah sakit ataupun puskesmas. Tetapi, pemberian obat diberikan dalam satu
hari setiap makan, apabila dalam satu hari belum ada perubahan maka akan
diperiksa lagi apakah akan diberi tambahan obat atau bahkan diubah obatnya.
Apabila belum ada perkembangan kearah yang lebih baik maka narapidana
dapat dirujuk ke rumah sakit. Untuk penyakit khusus yang pernah dialami
narapidana Rutan Kelas | Tanjungpinang yaitu penyakit TB, HIV, jantung,
ginjal dan lainnya.®

Selama perawat sekaligus ketua klinik bekerja di Rutan Kelas I
Tanjungpinang, kurang lebih terdapat 20 narapidana yang telah meninggal

dunia. Meninggalnya narapidana disebabkan sakit dan adapula yang gantung
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diri. Rata-rata narapidana yang meninggal disebabkan penyakit bawaan yang
telah dimiliki sebelum berada di Rutan Kelas | Tanjungpinang seperti
penyakit jantung dan ginjal. Meninggalnya narapidana ada diberbagai tempat
diantaranya di ruang straf sell, di klinik Rutan Kelas | Tanjungpinang dan ada
juga yang meninggal ketika berada di rumah sakit. Narapidana yang
meninggal di ruang straff sell merupakan narapidana yang gantung diri
disebabkan depresi.5!
Pelayanan Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus didapatkan setiap
orang demi menjaga kesehatan tubuhnya, termasuk narapidana Demi
memenuhi hak kesehatan narapidana, Rutan Kelas | Tanjungpinang
menyediakan makanan untuk narapidana yang diberikan sebanyak 3 kali
dalam sehari yakni ketika pagi, siang dan sore hari. Hal ini di dukung pula
dengan adanya alat-alat masak, dapur dan petugas masak yang bekerja di
Rutan Kelas | Tanjungpinang. Terkait ahli gizi di Rutan Kelas |
Tanjungpinang memang belum ada, namun pengecekan tetap dilakukan oleh
petugas penerima barang sebelum bahan makanan dibawa masuk ke dalam
Rutan Kelas | Tanjungpinang. Sebelum bahan makanan dimasak, maka akan
dibersihkan terlebih dahulu.®

Makanan yang diberikan oleh pihak Rutan Kelas I Tanjungpinang

telah memenuhi gizi narapidana karena pemberian makanan sudah terjadwal
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selama 10 hari dengan menu yang berbeda, seperti adanya daging, ikan dan

sayur yang menjadi menu wajib. Selain itu pula, telah disediakan pencuci

mulut seperti buah-buahan dan ditambah dengan makanan pelengkap seperti
ubi goreng dan kacang hijau. Hal ini dilakukan selama 10 hari, setelah 10 hari
maka jadwal menu makanan kembali ke hari pertama dan pada tiap harinya
menu yang diberikan berbeda-beda. Dapur, alat-alat masak dan petugas
masak telah disediakan lengkap oleh Rutan Kelas | Tanjungpinang, sehingga
narapidana tidak perlu memasak sendiri karena sudah ada petugas yang akan
memasak untuk narapidana.®®

Adapun alur pelayanan makanan Rutan Kelas | Tanjungpinang
sebagai berikut:

a. Ketika bahan makanan datang, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh
panitia penerima barang, ditimbang, dicatat kemudian dilaporkan sesuali
dengan bahan makanan menu 10 hari.

b. Mempersiapkan alat-alat masak seperti dandang, wajan besar, pisau,
talenan, sendok sayur dan goreng, keranjang sayur, box/termos makanan
dan rice steamer

c. Mempersiapkan bahan makanan seperti mencuci dan membersihkan bahan
makanan, memotong dan mengupas bahan makanan kemudian
mempersiapkan bumbu masakan

d. Pengolahan bahan makanan seperti memasak nasi, sayur, lauk dan snack

sesuai dengan menu 10 hari. Kemudian makanan akan dicicipi oleh
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petugas dapur dan contoh menu makanan diletakkan di dapur serta ruang
kepala rutan.

e. Pendistribusian makanan seperti menyiapkan daftar jumlah warga binaan
pemasyarakatan, makanan dimasukkan ke dalam box/termos makanan
yang tertutup, makanan dibawa ke blok hunian sesuai dengan jumlah
hunian perkamar kemudian makanan akan diterima disertai dengan tanda
terima dari kepala kamar.

f. Pembersihan alat-alat kerja seperti membersihkan box/termos makanan,
membersihkan alat-alat masak dan menyimpan kembali peralatan ke
dalam tempat penyimpanan.

Terkait pemberian makanan di Rutan Kelas | Tanjungpinang tidak ada
perbedaan antara narapidana satu dengan narapidana lainnya. Ketika terdapat
narapidana yang sakit dan masih dapat ditangani dalam kamar sell, maka
tidak ada perbedaan dalam pemberian makanannya. Namun, pengecualian
bagi narapidana yang sakit hingga dirawat dalam klinik Rutan Kelas |
Tanjungpinang karena akan mendapatkan makanan tambahan.®* Narapidana
di Rutan Kelas | Tanjungpinang juga masih dapat menerima makanan dari
luar Rutan Kelas | Tanjungpinang, seperti makanan dari keluarga. Namun,
pemberian makanan tidak dapat diberikan secara langsung kepada
narapidana, melainkan harus melalui pemeriksaan petugas jaga/pengamanan

terlebih dahulu.5®
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3. Perawatan Jasmani
Demi menjaga kesehatan tubuh narapidana, Rutan Kelas |
Tanjungpinang memberikan beberapa perawatan jasmani agar narapidana
tetap terlindungi kesehatannya. Adapun beberapa perawatan jasmani yang
diberikan oleh Rutan Kelas | Tanjungpinang terhadap narapidananya, sebagai
berikut:
a. Olahraga
Narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang diberi kesempatan
untuk mengikuti kegiatan olahraga. Adapun kegiatan olahraga yang wajib
diikuti oleh narapidana yakni senam, yang diadakan setiap pagi hari.
Kegiatan senam dilangsungkan secara bergilir, semisal hari pertama
jadwal kamar 1, 2 dan 3 keesokan harinya giliran kamar 4, 5 dan 6 begitu
seterusnya. Bagi narapidana yang sedang menjalani masa karantina
COVID-19 (Corona Virus Disease 19) tetap dapat mengikuti kegiatan
senam, namun dijadwalkan pada hari senin dan kamis. Kegiatan senam
dilaksanakan terlebih dahulu oleh narapidana yang sedang menjalani masa
karantina kemudian bergantian dengan narapidana yang tidak menjalani
masa karantina COVID-19 (Corona Virus Disease 19).%
Selain kegiatan senam, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga
menyediakan beberapa kegiatan olahraga lainnya seperti volly,

bulutangkis, takrau dan lainnya. Bagi narapidana yang memang bukan
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jadwal kamarnya untuk mengikuti senam dapat mengikuti kegiatan
olahraga lainnya. Narapidana diberi kebebasan untuk melakukan olahraga
apapun sesuai jadwalnya, bahkan kegiatan olahraga sangatlah dianjurkan
untuk meningkatkan kualitas daya tahan tubuh.®’
b. Rekreasi/Hiburan

Fasilitas rekreasi atau hiburan yang disediakan oleh Rutan Kelas |
Tanjungpinang diantaranya penayangan televisi, yang digunakan untuk
menonton acara atau berita-berita terbaru yang sedang berkembang saat
ini dan tentunya penayangan televisi dibatasi pada jam-jam tertentu.
Hiburan yang sedang ramai pada saat ini di Rutan Kelas | Tanjungpinang
yakni penyiaran radio. Siaran radio dapat digunakan oleh narapidana pada
pukul 20.00-22.00 WIB. Dengan adanya penyiaran radio, narapidana
dapat kirim-kirim salam kepada keluarga atau teman yang berada di
rumah.®

Selain penayangan televisi dan penyiaran radio, Rutan Kelas I
Tanjungpinang juga menyediakan layanan video call sebagai pengganti
besuk atau kunjungan keluarga selama pandemi COVID-19, karena
adanya COVID-19 (Corona Virus Disease 19) kunjungan keluarga atau
besuk belum dapat dilaksanakan. Namun, pos kunjungan tetap menerima
penitipan barang seperti makanan, pakaian dan uang dari keluarga

narapidana.®® Pada saat ini, layanan video call dan kirim-kirim salam
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melalui radio merupakan rekreasi/hiburan sekaligus cara komunikasi
narapidana kepada keluarganya selama masa pandemi COVID-19.
c. Perlengkapan Pakaian, Tidur dan Mandi

Rutan Kelas | Tanjungpinang menyediakan 1 pakaian khusus yang
wajib digunakan oleh narapidana, untuk pakaian yang lainnya dibawa
masing-masing oleh narapidana. Begitu pula dengan perlengkapan mandi
seperti sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi dibawa masing-masing oleh
narapidana. Rutan Kelas | Tanjungpinang membagikan alat-alat mandi 2
kali dalam 1 tahun. Terkait perlengkapan tidur seperti kamar, kasur, seprai,
bantal telah tersedia. Ruang kamarpun dilengkapi pula dengan jendela
serta pemanasan, penerangan dan ventilasi udara dikamar yang
mencukupi.

Blok hunian yang disediakan oleh Rutan Kelas I Tanjungpinang
terdapat 3 blok meliputi 2 blok laki-laki (blok bintan dan blok penyengat)
dan 1 blok perempuan yaitu blok melati. Blok laki-laki terdiri dari 11
kamar dengan jumlah hunian rata-rata 20 orang dalam tiap kamarnya dan
blok perempuan terdiri dari 2 kamar dengan rata-rata berjumlah 7 orang
dalam tiap kamarnya dengan kapasitas seluruh hunian 350 orang.”

4. Kebersihan
Untuk menjaga kebersihan, Rutan Kelas | Tanjungpinang
menyediakan tempat sampah diberbagai sudut ruangan, mulai dari asbak

rokok sampai dengan tempat sampah yang berukuran besar. Hal ini dilakukan
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tentunya dengan melihat kondisi penghuni Rutan Kelas | Tanjungpinang yang
mayoritas laki-laki dimana laki-laki memiliki kebiasaan merokok. Oleh
karena itu, setiap narapidana dibina untuk tidak membuang sampah
sembarangan terkhusus puntung rokok. Setelah sampah terkumpulkan maka
akan dibawa dan dikumpulkan di luar Rutan untuk diproses, dalam hal ini
Rutan Kelas | Tanjungpinang bekerjasama dengan pihak luar.

Petugas pengamanan juga mengontrol/mengecek kebersihan kamar
narapidana dan pada hari jumat terdapat kegiatan jumat bersih untuk seluruh
narapidana.” Selain dengan hal itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga
menyediakan ruang pangkas rambut bagi narapidana untuk mencukur rambut
beserta jenggot agar kebersihan diri narapidana tetap terjaga.

5. Air Bersih
Rutan Kelas | Tanjungpinang menyediakan air bersih guna untuk
membersihkan diri (mandi), mencuci dan lainnya. Kondisi air di Rutan Kelas
| Tanjungpinang dapat dikatakan lancar, hal ini juga dilihat dari kondisi
cuaca. Namun, ketika musim kemarau tiba, Rutan Kelas | Tanjungpinang
tetap bekerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan air bersih. Sehingga
air di Rutan Kelas | Tanjungpinang selalu tersedia.”? Selain dengan hal itu,
Rutan Kelas | Tanjungpinang juga menyediakan toilet atau kamar mandi yang
digunakan sebagai tempat buang hajat beserta mandi untuk membersihkan

diri.
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BAB IV

PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN

(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS | TANJUNGPINANG)

A. Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang

Dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, Rutan Kelas |
Tanjungpinang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa 1 ruang
klinik disertai dengan beberapa sarana lainnya, seperti obat-obatan (obat batuk,
pilek, demam, gatal-gatal dan lainnya), nebulizer, alat bedah minor, resusitasi,
tensimeter, tempat tidur besi, kasur, meja rawat dan sebagainya. Berdasarkan
pernyataan salah satu informan di Rutan Kelas | Tanjungpinang, sarana dan
prasarana kesehatan Rutan Kelas | Tanjungpinang belum mencukupi. Rutan
Kelas | Tanjungpinang belum memiliki ambulance sebagai kendaraan bagi
narapidana yang membutuhkan perawatan lanjutan di luar Rutan Kelas |
Tanjungpinang. Rutan Kelas | Tanjungpinang belum menyediakan ruang rawat
inap, tetapi memfungsikan Kklinik sebagai ruang rawat inap yang cukup untuk
merawat 1 orang narapidana.

Rutan Kelas | Tanjungpinang menyediakan 1 orang tenaga medis yakni
seorang perawat yang sekaligus menjadi ketua klinik. Perawat Rutan Kelas |

Tanjungpinang melayani kapanpun selama ia dibutuhkan, sekalipun itu diluar

83



jam kerja. Namun, Rutan Kelas | Tanjungpinang belum memiliki dokter yang
ditugaskan secara khusus di Rutan Kelas | Tanjungpinang, melainkan hanya
terdapat seorang narapidana yang dahulu berprofesi sebagai dokter. Rutan Kelas
I Tanjungpinang melaksanakan pemeriksaan kesehatan tiap 2-3 bulan sekali
yang dibantu dengan beberapa tim dokter dari luar Rutan Kelas | Tanjungpinang.
Ketika terdapat narapidana yang memiliki penyakit menular dan
membahayakan, narapidana tersebut akan di isolasi di ruangan khusus yakni
ruang straf sell (tutupan sunyi/sel pengasingan) yang difungsikan sebagai ruang
isolasi.

Dalam satu hari kurang lebih terdapat 30 orang narapidana yang sakit,
sakit yang sering dialami oleh narapidana yakni batuk, pilek, sakit perut, gatal-
gatal dan demam. Sedangkan penyakit khusus yang pernah dialami oleh
narapidana Rutan Kelas | Tanjungpinang yakni jantung, ginjal, tulang, HIV, TB
dan lainnya. Perawatan bagi narapidana akan dilakukan di dalam rutan terlebih
dahulu, apabila selama masa perawatan di dalam Rutan Kelas | Tanjungpinang
belum ada kemajuan yang lebih baik maka narapidana akan dirujuk ke rumah
sakit, begitupula dengan narapidana yang memiliki penyakit jantung dan tulang
karena penyakit ini membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit.
Narapidana yang akan dibawa perawatan lebih lanjut tentunya harus melalui
beberapa proses tahapan yang diakhiri dengan persetujuan dari kepala Rutan
Kelas | Tanjungpinang.

Keluarga narapidana yang dibawa ke rumah sakit akan dikabarkan oleh

pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang. Biaya pengobatan bagi narapidana di luar



Rutan Kelas | Tanjungpinang diserahkan kepada pihak keluarga dengan
memfungsikan kartu BPJS, apabila narapidana belum memiliki kartu BPJS maka
Rutan Kelas | Tanjungpinang akan membantu membuatkan kartu tersebut.
Selama perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang bekerja di Rutan Kelas I
Tanjungpinang, kurang lebih telah terdapat 20 orang narapidana yang
meninggal. Penyebab kematian bermacam-macam, ada yang disebabkan sakit
dan adapula yang gantung diri. Tetapi rata-rata meninggalnya narapidana
disebabkan penyakit bawaan yang dimilikinya dan meninggalnya narapidana
ada yang berada di ruang starf sell, klinik Rutan Kelas | Tanjungpinang serta
rumah sakit. Narapidana yang meninggal di ruang straf sell merupakan
narapidana yang gantung diri disebabkan karena depresi.

Selama narapidana menjalani masa pidananya di Rutan Kelas |
Tanjungpinang, narapidana akan diberikan makanan dengan alur pelayanan
yang terstruktur dan rapi. Selain itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga
menyediakan dapur, petugas masak, alat-alat masak dan menu yang berbeda-
beda selama 10 hari yang dilengkapi dengan daging, ikan, sayur, kacang-
kacangan, umbi-umbian dan buah-buahan. Pemberian makanan diberikan secara
merata kecuali bagi narapidana yang dirawat dalam Klinik Rutan Kelas |
Tanjungpinang karena akan diberikan tambahan makanan. Narapidana Rutan
Kelas | Tanjungpinang dapat menerima makanan dari luar seperti keluarga,
namun pemberian makanan harus melalui pemeriksaan petugas jaga terlebih

dahulu.



Rutan Kelas I Tanjungpinang menyediakan beberapa perawatan jasmani,
diantaranya kegiatan olahraga seperti senam yang wajib dilaksanakan bagi
narapidana setiap pagi, bulutangkis, volly dan lainnya. Perawatan jasmani
selanjutnya yakni rekreasi atau hiburan berupa nonton tv, siaran radio dan video
call yang dapat digunakan sebagai pengganti kunjungan keluarga selama masa
pandemi COVID-19, namun penitipan barang seperti uang, pakaian dan
makanan dapat dilakukan melalui petugas jaga.

Perawatan jasmani yang terakhir yakni tersedianya perlengkapan
pakaian berupa 1 pakaian khusus yang wajib digunakan narapidana (selebihnya
narapidana membawa masing-masing), perlengkapan mandi diberikan 2 kali
dalam setahun (selebihnya narapidana membawa masing-masing), perlengkapan
tidur seperti kamar, kasur, seprai, bantal telah tersedia. Ruang kamar dilengkapi
pula dengan jendela, serta pemanasan, penerangan dan ventilasi udara dikamar
dapat dikatakan mencukupi. Dimana Rutan Kelas | Tanjungpinang telah
menyediakan 11 kamar laki-laki yang rata-rata berisikan 20 orang dalam tiap
kamar dan 2 kamar perempuan yang rata-rata berisikan 7 orang dalam tiap
kamarnya dengan jumlah kapasitas 350 orang penghuni dalam Rutan Kelas |
Tanjungpinang.

Demi menjaga kebersihan lingkungan serta diri narapidana, Rutan Kelas
| Tanjungpinang menyediakan tempat sampah, mulai dari asbak rokok sampai
dengan tempat sampah yang berukuran besar dan diadakan pula kegiatan bersih
bersih bagi seluruh narapidana. Selain dengan hal itu, Rutan Kelas |

Tanjungpinang juga menyediakan air bersih dan toilet atau kamar mandi guna



untuk mandi, mencuci maupun buang hajat setiap kali diperlukan. Demi menjaga
kebersihan serta kerapian narapidana, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga
menyediakan tempat pangkas rambut untuk mencukur rambut serta jenggot bagi
narapidana.

B. Realisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas |

Tanjungpinang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU No. 12
Tahun 1995

Hak asasi manusia ialah hak yang sifatnya mendasar dan melekat pada
diri seseorang, siapapun berhak memiliki hak dasar tersebut termasuk
narapidana yang mana narapidana juga tetap masih manusia yang memiliki hak.
Adanya hak ini mengartikan bahwa manusia memiliki keistimewaan, tentunya
keistimewaan ini tidak dapat terbebas dari adanya suatu kewajiban bagi
seseorang untuk memenuhi keistimewaan yang ada pada diri orang lain maupun
kewajiban yang ada pada diri pihak pendukung hak asasi tersebut.”® Selain itu,
hak dasar yang dimiliki setiap manusia memiliki arti bahwa tidak dapat
seorangpun bahkan negara yang dapat berbuat sewenang-wenang.

Adapun perlindungan hak narapidana telah diatur dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1 meliputi :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

3 Majda EI Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai
Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2005), 43.



d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

e. Menyampaikan keluhan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

J. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

I. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Mempertahankan hidup merupakan bagian dari hak yang dimiliki tiap
manusia, tidak dapat seorangpun atau bahkan negara yang dapat mengambil hak
hidup ini, justru seseorang yang masih hidup harus dipertahankan dan dilindungi
kehidupannya karena hidup dan mati kesemuanya hanya milik Allah begitupun
dengan narapidana. Untuk mempertahankan hak hidup narapidana tentunya
harus memenuhi hak kesehatannya melalui pelayanan dan perawatan yang
diberikan oleh negara terhadap para pelaku tindak pidana sebagaimana bunyi
pasal 14 ayat 1 huruf d bahwa “narapidana berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan yang layak”.

Terkait syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 untuk menjalankan



ketentuan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adapun terkait hak
kesehatan narapidana diatur dalam pasal berikut :
Pasal 14
1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh
pelayanan kesehatan yang layak.

2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan
sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 15

1. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS
2. Dalam hal dokter sebagaimana ayat 1 berhalangan, maka pelayanan
kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 16
1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan dan
dicatat dalam kartu kesehatan
2. Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai
kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib
melakukan pemeriksaan
3. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 dan 2 ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka
penderita tersebut dirawat secara khusus.
Pasal 17
1. Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3

memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan



rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di
rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS.
. Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
. Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dibawa dan dirawat di
rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat
meminta bantuan petugas kepolisian.
. Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada
negara.
. Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang sakit, maka
Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pasal 21
. Kepala LAPAS bertanggungjawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:
a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
b. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi
c. Pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum

Pasal 22
. Setiap narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat menerima makanan
dari luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
. Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelum diserahkan kepada
narapidana atau anak didik pemasyarakatan, harus diperiksa terlebih dahulu

oleh petugas LAPAS.



Perawatan jasmani bagi narapidana juga diperlukan demi terpenuhinya
hak kesehatan narapidana, terkait syarat dan tata cara pelaksanaannya diatur
dalam pasal 7 ayat 1 PP No. 32 Tahun 1999 bahwa “setiap narapidana dan anak
didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa
pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi, pemberian
perlengkapan pakaian, pemberian perlengkapan tidur dan mandi”

Perawatan jasmani dalam bentuk olahraga yang dimaksud seperti (sepak
bola, volly, bulu tangkis, senam dan lainnya), kesempatan rekreasi seperti
penayangan televisi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur serta mandi seperti
(tempat tidur, kasur, atau tikar, selimut, bantal, sabun mandi, handuk, sikat dan
lainnya). Terkait kesehatan ini, harus mengacu pada SMR (Standart Minimum
Rules for Treatment of Prisoners) yakni aturan minimum standar perlakuan
terhadap narapidana, sebagai berikut :

1. Hak makan dan minum
Setiap orang yang dipenjara wajib diberi makan oleh pengelola penjara pada
jam yang ditentukan dengan makanan yang bergizi, memadai, berkualitas dan
disajikan dengan baik untuk kesehatan dan kekuatan narapidana. Selain itu,
air minum harus tersedia setiap saat dibutuhkan. (aturan 20)
2. Hak kesehatan dan kebersihan diri
a. Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan menjaga dirinya agar tetap
bersih, untuk itu wajib disediakan air serta benda toilet lainnya yang
diperlukan demi menjaga kesehatan dan kebersihan orang yang dipenjara.

(aturan 15)



b. Agar orang yang dipenjara dapat menjaga penampilannya dengan baik
sesuai harga dirinya maka harus disediakannya tempat perawatan rambut
dan jenggot untuk bercukur, serta pria dapat dimungkinkan untuk bercukur
secara teratur. (aturan 16)

c. Sarana kebersihan harus memadai bagi orang yang dipenjara untuk
membuang hajat (kotoran) pada saat waktu yang dibutuhkannya dengan
cara bersih dan sopan. (aturan 12)

d. Sarana mandi untuk membersihkan badan sehingga orang yang
dipenjarakan dapat diharuskan untuk mandi pada suhu yang sesuai dengan
iklim. (aturan 13)

e. Semua bagian dalam institusi yang digunakan oleh para narapidana harus
selalu dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih setiap saat.
(aturan 14)

. Hak pakaian dan perlengkapan tidur

a. Setiap orang yang dipenjarakan tidak diperbolehkan memakai pakaian
sendiri, harus diberi pakaian yang sesuai dan memadai agar membuatnya
tetap sehat, pakaian tersebut tidak merendahkan dan menghinakan dirinya.
(aturan 17 ayat 1)

b. Semua pakaian harus bersih dan baik, pakaian dalam harus diganti dan
dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. (aturan 17 ayat

2)



c. Jika orang yang dipenjarakan diperkenankan memakai pakaiannya sendiri,
maka harus dibuat aturan cara memasukannya ke dalam lembaga untuk
menjamin agar tetap bersih dan layak. (aturan 17 ayat 3)

d. Semua akomodasi yang tersedia untuk orang yang dipenjarakan terutama
prasarana dan kelengkapan tidur harus memenuhi persyaratan kesehatan
dengan memberikan perhatian yang layak terhadap kondisi iklim terutama
luas lantai minimum, pemanasan, penerangan dan ventilasi. (aturan 10)

e. Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi tempat tidur yang terpisah dan
dengan selimut, seprai tersendiri dan mencukupi. (aturan 19)

4. Hak pelayanan kesehatan

a. Setiap lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara harus
menyediakan minimal satu tenaga medis dibidang kejiwaan, pelayanan
wajib diselenggarakan serta bekerjasama dengan penyelenggara kesehatan
umum dan tentunya pelayanan kesehatan tersebut harus meliputi
pelayanan kesehatan diagnosa dan penyembuhan dari gangguan mental.
(aturan 22 ayat 1)

b. Apabila tenaga medis dalam instansi tersebut sudah tidak dapat lagi
menangani narapidana yang sakit, maka dapat dilakukannya rujukan ke
rumah sakit atau ke klinik spesialis yang memiliki fasilitas lengkap dan
tenaga medis yang terdidik. (aturan 22 ayat 2)

c. Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas harus

tersedia untuk setiap orang yang dipenjarakan. (aturan 22 ayat 3)



5. Hak perawatan atas sakit

a.

Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang yang dipenjarakan,
sesegera mungkin setelah di terima di LAPAS maupun RUTAN.
Setelahnya, memisahkan orang-orang yang dicurigai mengidap penyakit
infeksi dan menular. (aturan 24)

Petugas kesehatan LAPAS atau RUTAN wajib menjaga kesehatan jasmani
dan mental narapidana. Apabila terdapat narapidana yang sakit,
mengeluhkan sakit, atau narapidana yang memerlukan perawatan khusus
maka wajib bagi petugas kesehatan untuk mengunjungi. (aturan 25 ayat 1)
Petugas kesehatan wajib melapor kepada Kepala LAPAS atau RUTAN
apabila kesehatan jasmani atau jiwa narapidana telah atau akan terganggu
akibat dari adanya pemenjaraan atau adanya suatu keadaan tertentu dalam
penjara. (aturan 25 ayat 2)

Dinas kesehatan harus mendeteksi dan mengobati penyakit jasmani atau
cacat mental yang dapat mempengaruhi proses rehabilitasi serta
menyediakan psikiatri yang diperlukan. (aturan 62)

Narapidana yang ketahuan tidak waras, maka harus dipindahkan ke rumah
sakit secepat mungkin dan harus tidak dipenjara. (aturan 82 ayat 1)
Apabila orang yang dipenjarakan menderita penyakit mental lainnya atau
diluar batas normal harus ditempatkan dalam pengawasan khusus serta

dilayani dibawah pengawasan tenaga kesehatan. (aturan 82 ayat 2)



6. Hak olahraga
a. Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak dipekerjakan di lapangan harus
melakukan gerak badan, sekurangnya sejam setiap harinya jika cuaca
mendukung. (aturan 21 ayat 1)
b. Narapidana pemuda atau yang lain dengan umur serta fisik yang sesuai
harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerakan badan untuk

itu diperlukan adanya tempat, instalasi dan perlengkapan.

Keseluruhan dari penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat
dijadikan rujukan dalam memenuhi hak kesehatan narapidana. Berikut realisasi
pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang dalam
perspektif hukum pidana islam dan UU No. 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan :

1. Pemenuhan Hak Kesehatan di Rutan Kelas | Tanjungpinang dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam
Islam telah menetapkan manusia sebagai makhluk Allah yang sangat
mulia, semua yang menyangkut kehidupan manusia telah diatur dengan baik.
Betapa mulianya islam dalam memberikan perhatiannya terhadap kehidupan
seseorang, setiap manusia diberikan hak asasi dalam menjalani kehidupan.
Pemberian hak yang telah ditetapkanpun tidak memandang kebangsaan,
warna kulit bahkan status sosial seseorang, semua orang berhak mendapatkan
perlakuan yang sama.
Allah mengutus para rasul dan mengirimkan wahyu agar manusia

tidak tersesat dalam berkehidupan sehingga tercapailah kemaslahatan dalam



hidup baik dunia maupun akhirat. Termasuk dengan diadakannya hukum
pidana islam yang tujuannya tidak terlepas dari tujuan syariat islam yakni
memberikan kemaslahatan dan menghindarkan dari bahaya. Adapun
Magqasid al-shart‘ah (tujuan syariat) berpatok pada 5 kemaslahatan pokok
manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya
terpeliharanya agama, hidup, akal, keturunan dan harta benda. Dimana hal ini
merupakan bagian dari hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga dalam
syariat islam dituntut terlaksananya kewajiban baik pada diri sendiri maupun
terhadap orang lain, agar terlaksananya hak-hak manusia.’

Dari 5 tujuan syariat islam yang berisikan pelaksanaan kewajiban
pada diri sendiri dan orang lain, apabila dihubungkan dengan hukum pidana
islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perlindungan Agama (Hifz Al-din)
Agama merupakan kebutuhan pokok yang sangat fundamental, sehingga
agama memiliki kedudukan terpenting dalam hidup. Demi terjaganya
eksistensi agama dalam kehidupan manusia, islam menetapkan jarimah
hudud dalam riddah (murtad/keluar dari islam).

b. Perlindungann Hidup (Hifz Al-nafs)
Pentingnya jiwa atau hidup seseorang untuk dilindungi agar sesama
manusia dapat saling menghargai nilai kemanusiaan, islam menetapkan
larangan membunuh terhadap jiwa seseorang dengan menerapkan

hukuman qisas.

4 Nur, Menggapai Hukum..., 219.



c. Perlindungan Akal (Hifz Al-‘aql)
Mengingat pentingnya akal dalam diri dan kehidupan manusia, islam
melarang dan mengharamkan meminum khamr (minuman keras) serta
mengonsumsi narkoba karena dapat mempengaruhi dan merusak akal
manusia dengan menerapkan jarimah Audid.

d. Perlindungan Kehormatan/Keturunan (Hifz Al- ‘ard)
Menyadari betapa pentinganya menjaga kesucian dan keturunan manusia,
islam mengharamkan perbuatan perzinaan dengan ancaman hukuman
yang sangat keras dalam jarimah hudid.

e. Perlindungan Harta Benda (Hifz Al-mal)
Pentingnya menjaga harta benda maupun hak milik seseorang, sehingga
islam mengharamkan perbuatan merampok, mencuri dan hal lainnya yang

menyangkut kepemilikan orang lain.”

Tujuan syariat islam yakni melindungi hak setiap manusia, tidak
terkecuali hak hidup/jiwa seseorang. Telah banyak firman Allah yang
mengupas betapa pentingnya melindungi serta memelihara jiwa seseorang.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surah Al-Maidah ayat 32
bahwa kita sebagai manusia diwajibkan untuk menghargai dan melindungi
jiwa orang lain, apabila membunuh seseorang tanpa suatu alasan yang jelas
sama saja dengan membunuh manusia secara keseluruhan dan begitupula
sebaliknya, apabila kita memelihara jiwa seseorang berarti kita telah

melindungi jiwa seluruh manusia.

5 Mardani, Hukum Pidana..., 5-6.



Islam tidak pernah membedakan dalam pemberian hak hidup terhadap
seseorang, semua orang berhak mendapatkan apa yang seharusnya ia
dapatkan, begitupun dengan narapidana. Islam begitu melindungi jiwa
seseorang dengan begitu ketatnya agar siapapun tidak dapat berlaku semena-
mena terhadap jiwa seseorang. Sehubungan dengan hal itu, kewajiban bagi
seluruh umat manusia, negara ataupun pemerintahan untuk memberikan
perlindungan terhadap jiwa seseorang, terkhusus bagi yang berada di dalam
Rutan Kelas | Tanjungpinang untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik-
baiknya agar dapat terpenuhinya perlindungan jiwa seseorang sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang baik
terhadap narapidana sama saja dengan memelihara seluruh jiwa manusia dan
hal ini merupakan suatu hal yang sangat diutamakan dalam berkehidupan.
Tidak memberikan pelayanan dengan baik sama saja dengan menentang
aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun hukum pidana
islam. Rutan Kelas | Tanjungpinang sebagai unit pelaksana teknis
pemasyarakatan telah berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap
narapidana sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam
menjalankan tugasnya dan berupaya memelihara serta melindungi jiwa

narapidana sebagaimana dalam syariat islam.



2. Pemenuhan Hak Kesehatan di Rutan Kelas | Tanjungpinang dalam Perspektif
UU No. 12 tahun 1995.

Berdasarkan kondisi di Rutan Kelas | Tanjungpinang terkait
pemenuhan hak kesehatannya yang didapatkan peneliti melalui beberapa
informan di Rutan Kelas | Tanjungpinang, pemenuhan hak kesehatan
terhadap narapidana telah terlaksana. Namun, terdapat beberapa hal yang
sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pemenuhan hak kesehatan.
Yang mana berdasarkan pasal 14 PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan
tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang telah
dipaparkan sebelumnya bahwasannya LAPAS/RUTAN wajib menyediakan
klinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya menyediakan 1 orang
dokter beserta 1 orang tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat atau bidan.

Menurut pernyataan perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang bahwa
Rutan Kelas | Tanjungpinang membutuhkan adanya ruang rawat inap,
ambulance begitupula dengan tenaga medis. Rutan Kelas | Tanjungpinang
hanya menyediakan 1 ruang klinik yang berfungsi sebagai ruang rawat inap,
dimana ruang rawat inapnya hanya cukup untuk melayani 1 orang. Namun,
ketika terdapat narapidana yang membutuhkan perawatan inap lebih dari satu
orang inilah yang memerlukan solusinya, mengingat Rutan Kelas |
Tanjungpinang juga belum menyediakan ambulance. Walaupun Rutan Kelas
I Tanjungpinang memiliki kendaraan lainnya, namun ambulance sangat

diperlukan terutama ketika terdapat narapidana yang berada dalam keadaan



darurat dan membutuhkan perawatan lanjutan di luar Rutan Kelas |
Tanjungpinang.

Rutan Kelas | Tanjungpinang memerlukan adanya tenaga medis
tambahan karena Rutan Kelas | Tanjungpinang hanya menyediakan 1 orang
tenaga medis yakni perawat. Sedangkan berdasarkan Pasal 14 PP No. 32
Tahun 99, setiap Rutan/Lapas sekurang-kurangnya menyediakan seorang
dokter bersama tenaga medis lainnya. Meskipun dalam menjalakan pelayanan
kesehatan Rutan Kelas | Tanjungpinang dibantu oleh seorang narapidana
yang memiliki kemampuan dan legal dalam bidang kesehatan yakni
narapidana yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter, tetapi tenaga medis
yang dikhususkan untuk bertugas memberikan pelayanan kesehatan di Rutan
Kelas | Tanjungpinang tetap dibutuhkan, mengingat narapidana tidak
selamanya berada di dalam rutan karena ketika masa pidananya telah selesai
ia akan keluar dari rutan.

Pengecekan/pengontrolan dalam Rutan Kelas | Tanjungpinang
diadakan tiap harinya, apabila ditemukan adanya narapidana yang sakit maka
akan diperiksa oleh perawat Rutan Kelas | Tanjungpinang, sekalipun itu
diluar dari jam kerja, hal ini telah sesuai sebagaimana aturan pasal 15 dan
pasal 16 ayat 2 PP No. 32 Tahun 1999. Pemeriksaan kesehatan di Rutan Kelas
| Tanjungpinang diadakan sebanyak 2-3 bulan sekali dan tentunya dalam
melakukan pemeriksaan kesehatan pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang
bekerjasama dengan berbagai tim dokter dari pihak luar, mengingat

terbatasnya tenaga medis yang ada. Namun, berdasarkan aturan pasal 16 ayat



1 PP No. 32 Tahun 1999 seharusnya pemeriksaan kesehatan dilakukan paling
sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Tetapi dengan waktu yang tersedia pihak Rutan
Kelas | Tanjungpinang dapat melaksanakannya secara rutin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya, Rutan
Kelas | Tanjungpinang telah melakukan perawatan khusus sebagaimana yang
telah ada dalam aturan pasal 16 ayat 3 dan pasal 17 PP No. 32 Tahun 1999.
Namun, terkait biaya perawatan kesehatan bagi penderita di rumah sakit dapat
dikatakan belum sepenuhnya dibebankan kepada negara sebagaimana pasal
17 ayat 4 PP NO. 32 Tahun 1999, dikarenakan dalam biaya perawatan
penderita atau keluarga penderita masih memfungsikan kartu BPJS yang
mana kartu BPJS tidak semuanya dalam tanggungan negara.

Selain dengan hal itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga belum
memiliki ruangan yang memang dikhususkan untuk narapidana yang
memiliki penyakit membahayakan dan menular tentunya hal ini terkait sarana
dan prasarana (pasal 14 ayat 2 PP No. 32 Tahun 1999), melainkan
memfungsikan ruang straff sell sebagai ruang karantina. Dimana ketika
terdapat narapidana yang sedang menjalani masa disiplin dengan terpaksa
harus di keluarkan dari ruang straf sell dan menjadikan dikumpulnya
narapidana yang memiliki penyakit menular dan sejenis dalam satu ruangan,
seperti HIVV. Namun hal ini dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi
kesehatan yang dialami oleh penderita. Apabila ruangan tidak mencukupi,
maka narapidana dapat dirujuk ke rumah sakit dikarenakan belum tersedianya

ruangan khusus dan ruang rawat inap di Rutan Kelas | Tanjungpinang.



Dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, Rutan Kelas |
Tanjungpinang memberikan asupan makanan yang bergizi terhadap
narapidananya. Pelayanan makanan yang diberikan oleh Rutan Kelas |
Tanjungpinang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, hal ini
terbukti dengan adanya menu makanan yang berbeda-beda pada tiap harinya
mulai dari daging, sayur, buah, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Selain
itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga telah menyediakan dapur, alat-alat
masak beserta petugas dapur yang lengkap. Begitu pula dengan penyaluran
pelayanan makanan terhadap narapidana telah tertulis dan tersusun dengan
rapi sehingga pengadaan, penyimpanan, penyiapan dan kebersihan makanan
terjamin sebagaimana Pasal 21 PP NO. 32 Tahun 1999.

Selama narapidana berada di Rutan Kelas | Tanjungpinang masih
dapat menerima makanan dari luar seperti keluarga, namun pemberian
makanan kepada narapidana harus melalui pemeriksaan petugas terlebih
dahulu. Hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penerimaan
makanan dari luar rutan sebagaimana pasal 22 PP No. 32 Tahun 1999.
Namun, Rutan Kelas | Tanjungpinang belum menyediakan ahli gizi
sebagaimana Permenkumham No. M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kemenkumham bahwa jumlah
tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada unit pelayanan kesehatan yakni
paling sedikit disediakan 1 orang ahli madya gizi, 1 orang psikolog, 2 orang

perawat, dan tenaga kesehatan lainnya (disesuaikan dengan kondisi).



Dengan adanya tambahan ahli gizi tentunya dapat lebih
mengoptimalkan pemberian makanan terhadap narapidana. Khususnya ketika
terdapat kiriman makanan dari luar rutan, maka perlu pemeriksaan yang lebih
intens terkait makanan yang diterima. Agar dapat meminimalisir jumlah
narapidana yang sakit, mengingat terdapat kisaran 30 orang warga binaan
pemasyarakatan yang sakit dalam satu harinya. Selain dengan hal itu, Rutan
Kelas | Tanjungpinang juga belum menyediakan psikolog/psikiater,
mengingat di Rutan Kelas | Tanjungpinang pernah terdapat narapidana yang
meninggal bunuh diri akibat depresi.

Demi memenuhi hak kesehatan narapidana, Rutan Kelas |
Tanjungpinang juga memberikan beberapa perawatan jasmani. Pemberian
perawatan jasmani oleh Rutan Kelas | Tanjungpinang telah sesuai
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pasal 7 ayat 1 huruf a PP No.
32 Tahun 1999, dimana Rutan Kelas | Tanjungpinang telah memberikan
kebebasan untuk berolahraga seperti senam, badminton, volly dan lainnya.
Kegiatan ini diberikan agar narapidana tidak berada di dalam kamar sell saja,
narapidana perlu melakukan aktivitas yang dapat mempertahankan dan
meningkatkan kualitas daya tahan tubuhnya seperti berolahraga, tentunya
dengan berolahraga narapidana mendapatkan vitamin D yang cukup dari sinar
matahari.

Sehubung dengan hal itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga telah
menyediakan hiburan bagi narapidana seperti menonton tv, siaran radio dan

video call. Hal ini telah sesuai sebagaimana PP No. 32 Tahun 1999 Pasal 7



ayat 1 huruf a. Adanya hiburan seperti ini tentunya untuk menghilangkan
kejenuhan selama berada di dalam rutan. Selain itu, narapidana juga dapat
berkabar-kabar kepada keluarga melalui layanan yang tersedia karena
layanan besuk atau kunjungan keluarga belum dapat dilakukan selama
pandemi COVID-19. Dari hal-hal seperti inilah narapidana tidak hanya
terkurung dalam jeruji besi melainkan dapat menerima hal-hal yang dapat
dilakukan orang-orang yang berada di luar rutan.

Perawatan jasmani lainnya yakni tersedianya perlengkapan pakaian,
tidur, dan mandi. Namun, Rutan Kelas | Tanjungpinang hanya menyediakan
1 pakaian khusus/seragam yang wajib dikenakan oleh narapidana sehingga
perlengkapan pakaian lainnya dibawa masing-masing oleh narapidana.
Sedangkan berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf b PP NO. 32 Tahun 1999
perlengkapan pakaian yang dimaksud berupa 2 stel pakaian seragam, 1 stel
pakaian kerja, 2 buah celana dalam dan sebagainya. Pembagian perlengkapan
mandi dibagikan oleh Rutan Kelas | Tanjungpinang setiap 2 kali dalam
setahun, ketika narapidana membutuhkannya lagi mereka dapat
membawanya masing-masing.

Terkait perlengkapan tidur seperti kamar, kasur, seprai, jendela,
penerangan dan ventilasi telah tersedia sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf c
PP No. 32 Tahun 1999 dan SMR (Standart Minimum Rules for Treatment of
Prisoners). Namun, jumlah hunian Rutan Kelas | Tanjungpinang melebihi
jumlah kapasitas yang telah ditetapkan, dimana Rutan Kelas | Tanjungpinang

memiliki kapasitas hunian 350 orang namun dihuni oleh 411 orang WBP



dimana hal ini sangat jelas sekali 7:8 dari ketetapan yang telah ditentukan.
Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kapasitas pada tiap kamar, yang mana
berdasarkan salah satu keterangan informan di Rutan Kelas | Tanjungpinang
bahwasannya ruang kamar pria rata-rata dihuni 20 orang dengan jumlah 11
kamar pria dan 7 orang pada tiap kamar perempuan dengan jumlah 2 kamar
perempuan. Dengan lebihnya jumlah hunian pada tiap kamar tentunya dapat
mempengaruhi kesehatan narapidana dan proses pelayanan kesehatannya.

Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh narapidana, Rutan
Kelas | Tanjungpinang menyediakan tempat sampah di setiap sudut tempat
sehingga tidak ada narapidana yang membuang sampah sembarangan dan
diadakan juga kegiatan bersih-bersih bagi seluruh narapidana. Rutan Kelas |
Tanjungpinang juga menyediakan air bersih dan toilet atau kamar mandi yang
digunakan untuk mandi, mencuci maupun buang hajat setiap kali diperlukan.
Selain itu, Rutan Kelas | Tanjungpinang juga menyediakan tempat pangkas
rambut bagi narapidana agar kebersihan dan kerapian narapidana tetap
terjaga. Tentunya hal ini telah sesuai sebagaimana SMR (Standart Minimum
Rules for Treatment of Prisoners) aturan 12-16 yang telah dipaparkan
sebelumnya.

Sebagaimana uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
ditemukan beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya pemenuhan hak
kesehatan bagi narapidana, seperti ruang rawat inap, ruangan khusus
narapidana yang menderita penyakit membahayakan dan menular, tenaga

medis serta ambulance. Selain dengan hal itu, jumlah penghuni yang berada



di Rutan Kelas | Tanjungpinang melebihi kapasitas yang ditetapkan. Jumlah
penghuni yang ramai dalam tiap kamar juga dapat mempengaruhi kesehatan
narapidana. Untuk itu, hal-hal pokok seperti ini sangat dibutuhkan demi
kelancaran dalam memenuhi hak kesehatan narapidana.

Namun, Rutan Kelas | Tanjungpinang telah melakukan upaya
pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana sesuai dengan standart
minimal pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Meskipun dengan
keterbatasan yang ada tidak menghalangi pihak Rutan Kelas | Tanjungpinang
untuk melakukan upaya semaksimal mungkin dan mengerjakan apa yang

sepatutnya dikerjakan dalam menjalankan tugasnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa

disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Rutan Kelas | Tanjungpinang telah melakukan upaya sebaik mungkin dalam
memenuhi hak kesehatan narapidana, yakni dengan adanya beberapa
pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, perawatan jasmani, kebersihan
pada lingkungan serta air bersih untuk membersihkan diri. Namun, terdapat
beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses pemenuhan hak kesehatan
narapidana sehingga dapat dikatakan belum optimal karena jumlah tenaga
medis yang belum mencukupi, belum tersedianya ruang rawat inap, belum
tersedianya ruangan khusus bagi penderita penyakit menular, belum
tersedianya ambulance dan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.

2. Pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rutan Kelas | Tanjungpinang
menurut hukum pidana islam telah sesuai dengan tujuan syariat islam
(Magasid al-shari‘ah) yaitu perlindungan jiwa (Hifz Al-nafs) karena Rutan
Kelas | Tanjungpinang telah memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan
makanan, pemberian perawatan jasmani, menjaga kebersihan serta
tersedianya air bersih guna melindungi dan memelihara jiwa narapidana.

Sedangkan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat
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dikatakan belum terpenuhi secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa
hal yang belum mencukupi dan memiliki pengaruh besar dalam proses
pemenuhan hak kesehatan narapidana seperti minimnya jumlah tenaga medis,
belum tersedianya ruang rawat inap, belum tersedianya ruangan khusus bagi
penderita penyakit membahayakan dan menular, belum tersedianya
ambulance dan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Walaupun dengan
adanya keterbatasan ini, tidak menghalangi pihak Rutan Kelas |
Tanjungpinang untuk melakukan pelayanan kesehatan sebaik dan
semaksimal mungkin demi tercapainya pemenuhan hak kesehatan

narapidana.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya
pemerintah dapat lebih teliti dalam memahami aturan, sehingga
pelaksanaannyapun dapat efisien. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

memenuhi hak kesehatan narapidana, sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat meningkatkan sarana dan prasarana di Rutan Kelas |
Tanjungpinang khususnya ruang rawat inap, ruangan khusus bagi penderita
penyakit menular, ambulance, tambahan tenaga medis sekurang-kurangnya 1
orang dokter dan 1 orang tenaga kesehatan lainnya. Minimal disediakan pula
ahli gizi dan psikiater, sehingga dalam pemberian makanan terhadap

narapidana lebih terjamin dan tidak ada lagi narapidana yang meninggal



akibat depresi. Selain dengan hal itu, penyediaan anggaran kesehatan dapat
disesuaikan dengan jumlah penghuni ketika berada di dalam rutan.
2. Pihak rutan dapat meningkatkan kembali pelayanan, pengawasan dan

pengontrolan kesehatan terhadap narapidana selama berada di dalam rutan.
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